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RINGKASAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan memiliki sasaran vang
luas bagi peningkatan dan perlindungan para pelaku produks: dalam
dunia perburuhan. Permasalahan yvang menjadi sasaran terpenting
di dalam dunia perburuhan adalah pemutusan hubungan kerja.
Pemutusan hubungan kerja berawal dari adanya perselisihan
hubungan industrial. Perlu adanya mekanisme yvang cepat dan tidak
merugikan semua pihak dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrnal. Hukum perburuhan mewajibkan pihak-pihak
yang berselisih untuk melaksanakan perundingan bipartit dengan
memiliki 1tikad baik untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila
perundingan tidak mencapai hasil kesepakatan bersama, maka
pihak-pihak yang bersehsih dapat melakukan perantaraan melalui
pegawal perantara berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan
menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
mmdustrial di CV. Poreng Rava Jember serta cara mengatasi
hambatan-hambatan vyang terjadi dalam proses penvelesaian
perselisihan hubungan industrial di CV. Poreng Raya Jember.

Metode penublisan pada skripsi im1 menggunakan metode
pendekatan masalah secara yundis normatif. Sumber bahan
penelitian yang digunakan adalah sumber bahan primer dan sumber
bahan sekunder, serta sumber data empiris dari Dinas Tenaga Kerja
dan Trasmigrasi Kabupaten Jember, sedangkan prosedur
pengumpulan data menggunakan pengkajian perundang-undangan,
studi literatur, observasi, dan studi lapangan. Analisis bahan
penelitian menggunakan metode deskriptit kualitatif,

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat
yvang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekenajserikat

buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

Xiii
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kepentingan dan persehsithan pemutusan hubungan kena serta
persehsihan antara serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan. Mekamisme vang dilakukan dalam proses penvelesalan
perselisihan hubungan mmdustnal adalah kedua belah pihak wajb
melaksanakan perundingan bipartit, yaitu perundingan secara
musvawarah/muiakat antara pengusaha/majikan dengan
pekenja/buruh  atau senikat pekerja/serikat  buruh tentang
permasalahan yang ada dengan memiliki itikad baik untuk
menyelesaitkannya. Apabila upaya perundingan bipartit tidak
mencapal hasil mutakat, maka masmg-masing pihak atau salah
satu pihak mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada

pegawal perantaraan di Dinas Tenaga Kkerja untuk memerantarai

proses penyelesalan perselisihan tersebut. Pegawai perantara setelah
menerima pemberitahuan tersebut setelah 7 (tujuh) hari segera
melakukan penyelidikan duduk perkara perselisihan, memanggil
para pihak, Memimpin penyelesaian perselisihan, dan
mengusahakan penyelesaian secara damai. Faktor penghambat yvang
kemungkinan terjadi adalah apabila adanva pihak-pihak yang tidak
memuiliki 1tikad baik untuk menyelesaikan perselisihan dan tingkat
pengetahuan para pihak tentang perburuhan yang masih kurang
serta prosedur penyelesaiannyva terlalu lama.

Adapun saran-saran vang dapat disumbangkan adalah agar
dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
tidak bertolak belakang dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan. Perlu adanyva peningkatan terhadap i
efisiensi dan efektifitas institusi vang menangani perselisihan
perburuhan. Agar perselisihan hubungan industrial dapat dikurangi
dengan cara membentuk lembaga bipartit yang berfungsi sebagai
forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di i
perusahaan. Serta pengawasan ketenagakerjaan harus lebih optimal

untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  daii

pengusaha/majnkan. l

xiy
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BAE I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan saat ini
dirasakan cukup penting menjelang era perdagangan bebas di
Indonesia. Seiring dengan laju perkembangan dan proses
imndustrialisas: dibutuhkan angkatan kerja yang ahli dan trampil
sesual dengan kebutuhan industrnalisasi. Masalah perselisthan
perburuhan dan pemutusan hubungan Kkerja akan selalu
merupakan tomk permasalahan hangat, karena hal tersebut
menyangkut masalah kehidupan manusia. Perkembangan sarana
hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dan terhadap pihak-pithak yang terkait secara
langsung dengan dumia ketenagakerjaan khususnya dalam
perburuhan. Pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum perburuhan
dalam hal ini adalah buruh dan majikan.

Pasal 27 ayat (2] Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti
menjadi tugas kita untuk mengusahakan agar supaya setiap orang
yang mau dan mampu bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan keahhannya dan memperoleh penghasilan vang cukup
untuk hidup layak, maupun bagi keluarganvya.

Permasalahan perburuhan sejak dahulu hingga sekarang
belum dapat diselesaikan secara bai%* Lemahnya kedudukan dan
posist tawar buruh terhadap pengusaha di negara-negara
berkembang khususnya di Indonesia disebabkan oleh dua
hubungan kepentingau y=ng kurang searah. Di satu pihak
pengusaha (sumber daya produksi) ingin mendapatkan

g ——
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keuntungan sebesar-besarnva, di pihak lain buruh pada dasamya
menginginkan  kenaikan upah dan  perbaikan tingkat
kesejahteraan.  Perangkat hukum  masih  belum  dapat
mengakomodasi secara proposional terhadap keberpihakannya
kepada buruh dan majikan. :

Perselisihan perburuhan semakin banyvak dan pemutusan
hubungan kerja pun semakin meningkat tanpa ada penyelesaian
vang menguntungkan kedua belah pihak antara buruh dan
majikan. Permasalahan yang terpenting dalam dunia perburuhan
adalah soal pemutusan hubungan kerja (Manulang, 2001:106).
Pemutusan hubungan kena adalah bagian vang paling rumit dari
hukum perburuhan, karena mengatur hubungan yang rawan
antara buruh dan majikan. Ketentuan tentang pemutusan
hubungan kerja dalam hukum perburuhan bersifat bivalent, vaitu
perdata dan publik (Prinst, 2000: 169). Hal ini tidak terlepas dari
adanya perselisthan perburuhan sebagai permasalahan awal yang
terjadi dalam persengketaan perburuhan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan, bahwa perselisihan perburuhan merupakan suatu
perbedaan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak,
kepentingan dan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antara senkat pekerja/ serikat buruh hanva dalam satu
perusahaan. . ]

Paradigma  hukum  dalam penyelesaian  sengketa
perburuhan yang ada sekarang mengacu pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan upaya
melindungi secara hukum terhadap buruh dan majikan,

khususnya dalam penyelesaian peselisihan perburuhan dan

e —— = -
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pemutusan hubungan kerja. Persoalan-perscalan perburuhan
vang timbul bailk oleh pihak pengusaha/majikan maupun
pekerja/buruh disebabkan tidak adanya persamaan paham satu
sama lain, yang patut diusahakan untuk penyvelesaiannyva, hal ini
merupakan suatu proses tersendiri. Oleh karena 1tu, maka perlu
adanva perlindungan hukum bagl pelaku produksi. Hal i
ditujukan agar pelaku produksi dapat mencapai tujuan bersama
dalam mensejahterakan dan memajukan usahanya. Dengan
keadaan kehidupan tenaga kerja vang baik dan majikan, maka

kinerja mereka akan semakin baik lagi dalam memajukan

perusahaan. Tentu hal mm akan memberikan dampak yvang positit

bagi kelancaran produksi barang dan jasa.

Berangkat dari lenomena di bidang perburuhan diperlukan
adanya suatu mekanisme sebagai upava melindung: pelaku
produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
maka mendorong penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam
suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul
“Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di

C.V. Poreng Raya Jember”.

1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka
permasalahan yvang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah mekanisme  penvelesaian  perselisthan
hubungan industrial di C.V. Poreng Raya Jember ?
2. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan vang
terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di CV. Poreng Raya Jember?

S —— —
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1.3Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapal atau
sesuatu vang dapat dijadikan sasaran. Tujuan penelitian
mengenai mekanisme penyelesaian perselisthan hubungan
mmdustrial di C.V. Poreng Raya .Jember terdiri atas dua, vaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum skripst im1 adalah untuk mengkaji dan
meneliti masalah perburuhan tentang mekanisme penyelesalan
perselisthan hubungan industrnial di CV. Poreng Rayva Jember.
Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila
kelak terjadi hal yang serupa untuk perkembangan hukum

perburuhan di masa datang.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui mekanisme penvelesaian perselisihan
hubungan industrial di C.V. Poreng Raya Jember sehingga
dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak untuk menilai
apakah mekanisme yang telah dilakukan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;

2. untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan vang
terjadi dalam proses penyelesaian perselisthan hubungan
industrial di CV. Poreng Raya Jember sehingga dapat dijadikan
dasar bagi semua pihak untuk menilai apakah cara mengatasi
hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian
perselisihan hubungan industrial tersebut tidak bertentangan

dengan peraturan perundan g-ﬁ nuwrgan atau tidak.
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1.4 Metodologi

Metodologt adalah suatu kegiatan yang dilakukan, bahan
dan alal serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan
maupun memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam
masalah (Widvoprakoso dkk., 1998:16). _

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu
penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan vang sesual dengan
kebenaran imiah. Dalam skrips: ini digunakan metode penelitian
berupa pendekatan masalah, sumber bahan penelitian, prosedur

pengumpulan data, dan analisis data.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode vuridis normatit. Metode i1 adalah
suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian
terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang
berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1999: 10)., Agar
supaya kajian normatif i lebth akurat, maka perlu dikan pula
bahan-bahan empirik sebagai penunjang hasil kajian normatif.

Penulisan skripsi disusun dengan melakukan pendekatan
masalah dengan melakukan kajian peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan mekanisme
pelaksanaan tugas pengawasan perburuhan vang berisi konsep-
konsep teoritis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut,
Pendekatan ini dilaksanakan guna memperolah bahan kajian teori

dalam menganalisa sekaligus memecahkan masalah vang terkait.

1.4.2 Sumber Bahan Penelitian
Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi

ini adalah sumber bahan primer, sumber bahan sekunder dan

H-a.‘l
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sumber bahan empirik dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Kabupaten Jember.

. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer diperoleh dan :

a. Peraturan perundang-undangan vang berlaku vang
berkaitan dengan masalah vang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ni.

b. Surat-surat keputusan maupun surat-surat lain vang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan

permasalahan yvang akan dibahas.

. Sumber Bahan Sekunder

sumber bahan sekunder diperoleh dari :

a. Sumber bahan yang diperoleh dari hasil karva tulis ilmiah
para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat
mendukung, membantu, melengkapi dan membahas
masalah-masalah yang timbul dalam rangka penvusunan
skripsi ini.

b. Sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-
brosur serta data-data penumjang lainnva vang berkaitan
dengan masalah dalam skripsi ini.

Sumber Bahan Empiris Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Jember
Sumber bahan ini diperoleh dengan wawancara bebas
terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan
mempersiapkan terlebih  dahulu  pertanyaan-pertanyaan
sebagal pedoman tetapi masih dimungkinkan adanva variasi
pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara
dilaksanakan.

“——-———' e
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1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian
Pengumpulan dan pengolahan bahan penelitian i
menggunakan metode yang dapat mempermudah untuk
melaksanakan analisis bahan penelittan. Pengumpulan bahan
penelitian dilakukan dengan pengkajian perundang-undangan,
literatur hukum, observas: dan studi lapangan sehingga diperoleh
data yang bersifat primer dan sekunder yang selanjutnva disusun
secara sistemans uniuk memperoleh kejelasan permasalahan yvang
dibahas.
a, Pengkajian Perundang-undangan
Pengkajian perundang-undangan dilakukan dengan cara
mengkaji peraturan vang berlaku untuk dyadikan landasan
hukum terhadap obyek permasalahan yang diteliti.
b. Studi Literatur
Studi bteratur 1 dilakukan dengan cara mempelajarn dan
memahami berbagai buku literatur untuk dijadikan landasan
teori dalam penulisan skripsi ini dan mempelajari pendapat
para sarjana serla peraturan vang berlaku sesual dengan
permasalahan.
c. Observasi
Pengumpulan bahan dengan cara observasi adalah dengan
melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyvek yang
hendak diteliti, kemudian melakukan pencatatan secara
sistematis sehingga akan mempermudah dalam menganalisa.
d. Studi Lapangan
Penulhsan skripsi 1 juga menggunakan studi lapangan un*ulk
mengetahui dan mendapatkan data-data vang terkait secara
empiris  kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode
wawancara dengan hkabag. Sub Hubinsyake: (dnas Tenaga

Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jember.

‘“—«—-—.—-—.—-—-———.— g ————
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1.4.4 Analisis Bahan Penelitian

Proses analisis bahan penelitian merupakan proses
menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan.
Proses in1 dimulai dari pengumnpulan bahan-bahan untuk disusun
secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan
penelitian.

Dalam analisis bahan penelitian ini, penulis menggunakan
analisis deskrniptif kualitatif, vaitu data vang di dapat dari nara
sumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti, kemudian
dipaparkan dengan jalan menggambarkan sitat dan karakter dari
obyek penelitian dan selanjutnyva permasalahan vang timbul
ditinjau dan dianalisis berdasarkan teor-teori dan peraturan
perundang-undangan vang berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas
untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga
dari pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan vang
dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode
berpikir deduktif, vaitu metode analisis yang berangkat dari
pengetahuan yang bersitat umum untuk menilai kejadian yang
bersitat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan
yvang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, vaitu untuk

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah proses
penyelesaian perselisthan hubungan industrial buruh dengan
pengusaha C.V. Poreng Raya Jember.

Berawal dari Dewan Pimpinan Cabang, Federasi Serikat
Pekerja, Niaga, Bank, dan Asuransi. S.P.S.| Kabupaten Jember,
melaporkan dan mengadukan kepada kepolisian Polres Jember,
Sehubungan dengan adanya laporan dan permintaan seluruh
anggota Federasi Serikat Pekerja, N iaga, Bank, dan Asuransi (S.SP.
NIBA. SPSI.) yang berjumlah 73 anggota/ karyawan C.V. Poreng
Raya Jember, yang diwakili oleh Pengurus Unit Kerja SPSI. (PUK.
SPSI Karyawan C.V. Poreng Raya) Jember. Perihal beberapa
masalah pelanggaran baik pelanggaran unsur pidana maupun
unsur perdata/pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan
peraturan ketenagakerjaan vang dilakukan pimpinan perusahaan
C.V. Poreng Raya, yang beralamat di Kantor Perusahaan C.V.
Poreng Raya Jalan Manggar No. 32 Jember terhadap seluruh para
karyawan C.V. Poreng Raya Jember.,

Kronologis terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut
yaitu bahwa pada tanggal 12 April 2003 pimipinan perusahaan
C.V. Poreng Raya Jember memanggil Pengurus Unit Kerja (PUK)
SPSI yang diwakili oleh Ketua PUK SPS] yaitu saudara Anis
Suyudi. Memberitahukan bahwa mulaj tanggal 14 April 2003
sampai dengan 14 Juni 2003 seluruh karyawan C.V. Poreng Raya
Jember “diliburkan atau dirumahkan” (selama 2 bulan) dengan
alasan perusatics 1 mengalami masalah kekosongan bahan baku
dan finansial untuk produksi dan akan diperpanjang lagi bila

9
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perusahaan belum stabil. Gaji atau upah akan dibayar setiap hari
Sabtu, seminggu sekali dengan uang tunggu sebesar 50 9%. Hal
tersebut dituangkan melalui Surat Kesepakatan. Pada saat sedang
diliburkan tersebut, pimpinan perusahaan C.V. Poreng Raya mulai
tanggal 8 Mei sampai dengan 11 Juni 2093, mengirim surat
penggilan kepada beberapa orang karyawan untuk masuk kerja
kembali, namun setelah hadir di perusahaan ternvata tidak
diperkerjakan melainkan hanya disuruh menyalin  atau
menandatangani surat pernyataan vang sudah disiapkan oleh
pithak perusahaan, melalui seorang kuasa hukumnya yang
bernama J. Elen Machdalena. S.H. dengan tidak diberi
kesempatan untuk memperlajari terlebih dahulu dan dengan cara
menekan moril. Sebagian karvawan tersebut dalam keadaan
terpaksa akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebuft.

Dengan kejadian tersebut di atas para karyawan mulai
resah sebab apa yang telah ditandatangani tersebut tidak
memahaminya dan tidak diberi salinannya. Perselisihan bermula
mengenai gaji atau upah yang telah dijanjikan akan dibayar setiap
hari Sabtu, tetapi sejak tanggal 28 Mei 2003 sampai proses
penyelesaian perselisihan, pihak pimpinan perusahaan C.V.
Poreng Raya tidak mau membayar. Perusahaan beralasan, bahwa
pihak karyawan dipanggil kerja tidak masuk kerja. Karyawan
setiap ada surat panggilan kerja semua karyawan masuk kerja,
tetapi tidak diberi perkerjaan sebagaimana biasanya dan ini
merupakan pelanggaran kesepakatan yang telah ditandatangani
oleh pimpinan perusahaan C.V. Poreng Raya sudah ingkar Jjanji
yang merugikan selurah karvawan.

Pada tanggal 2 Juni 2003 DPC. F. SP. NIBA. SPSI. beserta
Ketua Konfederasi SPS] Kabupaten Jember dan PUK karyawan
C.V. Poreng Raya mendatangi Perusahaan C.V. Poreng Rayva
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dengan maksud untuk menemui pimpinan perusahaan untuk
mengadakan musyawarah secara kekeluargaan. Mengingat
terjadinya  keresahan para karyawan, namun pimpinan
perusahaan menolaknya dan meminta diperantai melalui badan
Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Bahwa pada
tanggal 12 Juni 2003 Pengurus Unit Kerja (PUK] C.V. Poreng raya
beserta DPC. F. SP. NIBA., SPSI. mendapat panggilan sidang
pertama dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk sidang
memperantaral perselisihan perburuhan antara pimpinan/kuasa
hukum C.V. Poreng Raya dengan para karyawan vang diwakili
oleh PUK C.V. Poreng Raya Jember dan DPC. F. SP. NIBA. SPSI
ternyata pihak perusahaan tidak hadir.

Sidang perantara tetap dibuka dan dilanjutkan yang
dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dan
dihadiri oleh Kepala Jamsostek Kabupaten Jember. Sidang
tersebut dalam upaya menyelidiki dan mencari bukti-bukti
pelanggaran yang terjadi di CV., Poreng Raya. Ternyata telah ada
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yaitu seluruh karyawan
tidak diikutsertakan dalam Jamsostek.

Pelanggaran tindak pidana lainnya dari laporan keuangan
yang disampaikan oleh pimpinan P.T. Jamsostek Jember bahwa
kewajiban membayar premi C.V. Poreng Raya harus setiap bulan,
padahal C.V. Poreng Raya telah menghentikan pembayaran premi
tersebut sudah sejak bulan Januari 2003. Berdasarkan laporan
karyawan gaji atau upah dipotong sampai pada bulan Maret 2003
dan ini juga merupakan tindak pidana penggelapan uang para
karyawan untuk Jamsostek. Gaji atau upah yang dilaporkan pada
P.T. Jamsostek setiap karyawan hanya dilaporkan Rp. 140.000,-
(rata-rata) setiap bulannya, padahal menurut ketentuan peraturan

ketenagakerjaan paling sedikit atau minimal mengacu pada UMK,
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Bahwa dari hasil sidang tersebut juga ditegaskan pihak Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Jember akan segera mendatangi
perusahaan C.V. Poreng Raya untuk memeriksa keberadaan
Perusahaan tersebut. Pada tanggal 16 Juni 2003 Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Jember beserta DPC. F. SP. NIBA. SPSl.dan PUK
SPSI juga seluruh karyawan C.V. Poreng Rayva mendatangi
Perusahaan C.V. Poreng Raya namun perusahaan dalam keadaan
ditutup, pimpinan perusahaan tidak ada ditempat.

Pada tanggal 20 Juni 2003 DPC. F. SP. NIBA. SPSI. dan
PUK SPSI mendapat panggilan yang ke dua dari Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Jember untuk melanjutkan sidang yang pertama
namun demikian dari pihak perusahaan baik pimpinan atau
kuasa hukumnya tidak hadir. Pihak perusahaan C.V. Poreng Rava
telah melecehkan atau meremehkan lembaga pemerintah yang
syah. Keresahan karyawan semakin memucak ketika melihat ada
sebuah plakat yang ditempelkan di gerbang perusahaan vang
berbunyi “Perusahaan C.V. Poreng Raya akan dijual dan supava
menghubungi telepon perusahaan”.

Pihak perusahaan akhirnya membuat surat pernyataan
permohonan izin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia
Daerah, karena menurut alasan perusahaan telah mengalami
pailit dan tidak mungkin lagi untuk memperkerjakan kembali para
karyawan yang sudah dirumahkan tersebut. Pada tingkatan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial perundingan
kedua belah pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Kemudian
para karyawan C.V. Poreng Raya mengalihkan kuasa hukum
kepada saudara Ratno Cahyadi S.H., Soebekti, S.H. dan Embar Tri
Hartanto untuk mengadukan permasalahannya kepada Dinas
Tenaga kerja Kabupaten Jembe. tentang pemutusan hubungan
kerja. Pengaduan kuasa hukum karyawan C.V. Poreng Raya atas
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pemutusan hubungan kerja sepihak berisikan permohonan proses
pemerantaraan dengan harapan dapat tercapainya kesepakatan
penyelesaian  pemutusan hubungan kerja dengan pihak

perusahaan. Proses penyelesaian perselisihan CV. Poreng Raya ini

juga melakukan upaya lain dengan aksi turun ke jalan .dengan

mendatangl hingga menginap di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jember untuk menjadi fasilitator. Aksi tersebut berjalan selama 2
(dua) hari 1 (satu] malam. Kuasa hukum karyawan C.V. Poreng
Raya juga melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak
perusahaan tentang penggelapan setoran premi Jambsostek
kepada bagian pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Jember, untuk menyelidiki dan memeriksa dalam perkara

terjadinya tindak pidana yang dilaporkan tersebut.

2.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 huruf o yang berbunyi :

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh

dengan pengusaha berdasarkan perjanjian k;:rja, _ yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 1 huruf p yang berbunyi :
Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau

-
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jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 1 huruf v yang berbunyi :

Pérselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/

serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 50 yang berbunyi :
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/ buruh.

Pasal 102 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam melaksanakan hubungan industrial, mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,

Pasal 102 ayat (2) yang berbunyi :

- Dalam melaksanakan hubungan industrial, Serikat pekerja/

Serikat Buruh juga mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan
sesuai  dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi  secara

demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannva
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serta 1kut memajukan perusahaan dan memperjuangkan

kesejahteraan anggota berserta keluarganya.

Pasal 102 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pengusaha dan
organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan
kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan
kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara

terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang
pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga sama
bipartit.

Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi :
Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai forum komuni kasi dan konsultasi

mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) huruf c yang berbunyi :

Perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan

atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau

gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya

persesuaian paham mengenaj hubungan kerja, syarat-syarat

kerja dan/atau keadaan perburuhan,.
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Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berbunyi : I

1. dan pihak majikan yaitu menolak buruh-buruh seluruhnva
atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk
meneckan atau membantu majikan lainnya menekan supava
buruh menerima hubungan kerja, svarat-syvarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan:

2. dari pthak buruh yaitu secara kolektif menghentikan atau
memperlambat  jalannya pekerjaan, sebagai  akibat
perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk

menekan atau membantu golongan buruh lain menekan

Supaya majikan menerima hubungan kerja, syarat-syarat

kerja dan/atau keadaan perburuhan. »

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh r

dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara

damai dengan jalan perundingan.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih

sendiri tidak dapat bermaksud untuk menyerahkan

perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrage oleh :
juru/ dewan pemisah, seperti dimaksud pada pasal 19 dan

seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut ata;1

oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat
kepada pegawai.
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Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :
Pemberitahuan termasuk pada ayat (1} berarti permintaan
kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna

mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan
mana harus diberikan.

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi

Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak
dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal ity
oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah dengan
memberitahukan  hal itu kepada pihak-pihak  yang
bersangkutan.

Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

Equete dapat pula diadakan bila dalam suatu perselisihan akan
atau telah dilakukan tindakan oleh sesuatupihak yang
berselisih dan perselisihan ity dapat membahayakan
kepentingan umum atau kepentingan Negara. Dalam hal yang
demikian pihak-pihak yang Dberselisih wajib menerima
perantaraan atau penyelesai oleh Panitai Pusat atau Panitia
Daerah.

Pasal 18 ayat (50) yang berbunyi :

Selama diadakan enquete pihak-pihak yang berselisih tidak
boleh melakukan tindakan. |
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang

Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
(Lembaran Negara Tahun 1964 No. 93, Tambahan
Lembaran No. 2686)

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi

pemutusan hubungan kerja,

Pasal 2 yang berbunyi :

Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan
kerja  tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus
merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan
kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau
dengan buruhnya sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi

anggota dari salah satu organisasi buruh.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(saat berlaku efektif terhitung sejak tanggal 16 Januari
2005, yakni setahun sejak diundangkan (Pasal 126). Pasal
125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957  tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta.
Pasal 125 ayat (2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
menyatakan semua peraturan semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tetap berlaku
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sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004).

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-

15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan

Hubungan  Kejra di Tingkat Perusahaan dan

Pemerantaraan

Pasal 3 yang berbunyi :

Penyelesaian Keluh Kesah sebelum menjadi perselisihan

hubungan industrial dan pemutusan hubungai kerja ;

a. Dilakukan di tingkat perusahaan secara Bipartit dengan
prinsip musyawarah untuk mufakat oleh pekerja itu
sendiri atau melalui atasannya dengan pengusaha;

b. Penyelesaian keluh kesah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dapat dilakukan melaluj pengurus Serikat
Pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja atau
organisasi pekerja lainnya;

¢. Pengusaha dan Pekerja wajib mengupayakan agar keluh
kesah yang timbul tidak menjadi perselisihan hubungan

industrial atau menjadi pemutusan hubungan kerja.

Landasan Teori

Untuk pembahasan permasalahan yang ada, maka perlu

didukung oleh landasan teori yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yvang berlaku dan berbagai literatur yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan

memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang
dibahas.
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2.3.1 Pengertian Hubungan kerja

Menurut Bab I pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah
hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian vang dibuat
antara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha dengan
objeknya adalah pekerjaan. Dalam perjanjian itu akan dimuat
mengenal halk dan kewajiban dari para pihak. Syarat ensensial
dari perjanjian kerja adalah adanya pekerjaan, upah, dan
kewenangan dari pihak pengusaha memberi intruksi, pimpinan,
bimbingan kepada buruh yang dipekerjakan (sub Ordinasi), Prinst
(2000: 63) menyatakan bahwa, “Sedangkan hubungan kerja
adalah setelah ada Contract of Employment, yang isinya tentang
peraturan perusahaan dan peraturan kerja/ reglement”.

Toha, dkk. (1987: 12) menyatakan bahwa,

Dasar-dasar hubungan kerja meliputi :

4. pembuatan perjanjian kerja, karena merupakan titik
tolak adanya suatu hubungan kerja;

b. kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di
bawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan
hak mejikan atas pekerjaan dari buruh;

¢. kewajiban majikan membayar upah kepada buruh
sekaligus meupakan hak buruh atas upah:

d. berakhirnya hubungan kerja; dan

e. cara perselisihan antara pihak-pihak vang
bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah adanya
perjanjian antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian di
mana pihak kesatu buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan
menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan
diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar ugaic

Toha, dkk, (1987:9) menyatakan banwa, “Pada pihak lain
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mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan
itu berada di bawah pimpinan pihak majikan”.

2.3.2 Pengertian Hubungan Industrial

Menurut Bab I pasal 1 huruf p Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah
sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur per.gusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah vang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
lahun 1945,

Pelaksanaan hubungan industrial dari setiap pelaku dalam
proses  produksi yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan  pemerintah  memiliki fungsi-fungsi
berdasarkan Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah
dalam melaksanakan hubungan industrial, mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Serikat pekerja/
serikat buruh juga mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan
sesuai  dengan  kewajibannya, menjaga ketertiban  demi
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan
anggota berserta keluarganya. Pengusaha dan organisasi
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan,
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan
memberikan kesejahteraan pekerja/buruh  secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.
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2.3.3 Pengertian  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan
Industrial

Menurut Bab I pasal 1 huruf v Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa
penyelesaian  perselisihan hubungan industrial merupakan
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenal hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat
pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah
meliputi atau memproses penyelesaian perselisihan antara
penigusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh. Menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan perselisihan perburuhan
atau industrial dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perselisihan perburuhan atau industrial menurut sifatnya :

a] Perselisihan perburuhan kolektif, yakni perselisihan yvang
terjadi antara pengusaha atau majikan dengan serikat
pekerja/serikat buruh, karena tidak adanya persesuaian
faham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan.

b} Perselisihan perburuhan perseorangan, yaitu perselisihan
antara pekerja/buruh yang tidak menjadi anggoto Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dengan  pengusaha/majikan.
Perkembangan aturan hukum yang baru penyelesaian
perselisihan hubungan industrial ini ~ajib dilaksanakan
oleh pengusaha dan pekerja/buruh  atau  serikat
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pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat
hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003. Artinya perselisihan perorangan maupun
kolektif tidak lagi dibedakan, semua perselisihan baik dari
perselisihan perorangan maupun kolektif telah diatur

berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

2. Perselisihan perburuhan menurut jenisnya :
a. Perselisihan hak/hukum

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama. Perselisihan hak/ hukum ini meliputi :

1) penerapan hukum (perbedaan pandangan hukum);

2) perselisihan hak:

3] diskriminasi perlakukan.

. Perselisihan kepentingan

Merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan ini
meliputi :

1) syarat-syarat kerja;

2] hubungan kena;

3) keadaan perburuhan.

. Perselisihan permutusan hubungan kerja

Perselisihan ini merupakan perselisihan yang timbul

karena tidak adanya Lkesesuaian pendapat mengenai

B e
——
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pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah

satu pihak.

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak menjadi kompetensi Pengadilan Negeri
untuk memeriks:a_nya, sementara perselisthan kepentingan
menjadi wewenang Panita Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) dalam penyelesaian perselisihan kepentingan, maka
pegawai perantara berfungsi sebagai Conciliator dan mediator
(memberi putusan bersifat anjuran). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
masuk kedalam penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi.
Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah
satu pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat,

Pengertian perselisihan perburuhan menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah pertentangan antara
majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau
gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya
persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan. -

“Apabila seorang buruh atau perkumpulan buruh menjadi
pihak yang berselisih dalam suatu perselisihan perburuhan,
maka penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat
pemerantaraan dan tidak dapat diajukan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
(P4P)” Manulang (2001:95).
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Perselisihan perburuhan meliputi perselisihan hak dan
perselisihan kepentingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957. Perselisihan hak sering terjadi dalam hubungan
kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan
pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh
pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hak ini misalnya salah
satu pihak tidak melaksanakan suatu perjanjian perburuhan yang
telah disepakati. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan
yang timbul karena adanva usaha-usaha dalam mengadakan
perubahan dalam syarat-syarat kerga  atau keadaan
ketenagakerjaan. Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
dan tidak kepada Pengadilan Negeri. Contoh perselisihan
kepentingan adalah kenaikan upah. Manulang (2001:96)
menyatakan bahwa, “Perselisihan kepentingan mencakup syarat-
syarat kerja, hubungan kerja dan keadaan perburuhan”.

Perselisihan perburuhan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)
hurufd Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 meliputi :

l. dari pihak majikan yaitu menolak buruh-buruh seluruhnya
atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk
menekan atau membantu majikan lainnya menekan supaya
buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau

keadaan perburuhan:

2. dari pihak buruh yaitu secara kolektif menghentikan atau

memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan
perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau
membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan
menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau
keadaan perburuhan.
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Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1957 adalah
sebagai berikut :

1. Perundingan Bipartit

Perselisihan perburuhan biasanya dimulai dengan tuntutan
dari pihak organisasi buruh kepada pihak majikan mengenai
misalnya kenaikan upah. Tuntutan itu pertama-tama harus
diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan jalan perundingarn.
“Perundingan ini harus dilakukan secara damai dan didasarkan
pada itikad baik dari kedua belah pithak” (Soepomo, 1971: 134).

Widodo dan Judiantoro (1992: 49) menyatakan bahwa,
“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipartit
adalah perselisihan perburuhan yang penyelesaiannya diupayakan
secara intern yakni antara pihak pekerja/buruh atau Serikat
Pekerja/buruh dengan pihak pengusaha”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
menyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan perburuhan
maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian
perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan. Dari
ketentuan tersebut, maka perundingan antara buruh dan majikan

pada tingkat pertama dapat dilakukan melalui perundingan
bipartit.

2. Pemerantdraan

Bila perundingan secara bipartit tersebut tidak tercapai,
maka kedua belah pihak atau salah satu pithak dapat
menyerahkannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
kepada Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan melalui

pemerantaraan oleh Pegawai Perantara (Manulang, 2001:97).
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Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
mulai tanggal penerimaan pengaduan, sudah harus mengadakan

pemerantaraan.

“Pegawai perantara dalam memberikan pemerantaraan
dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan adalah
dengan cara ;

a. Mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara
perselisihan.

b. Memanggil pihak-pihak yang berselisih.

¢. Memimpin perundingan pihak-pihak yang berselisih.

d. Mengusahakan penyelesaian secara damai”. (Manulang,
2001:97).

3. Penyelesaian di Daerah Melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan
secara pemerantaraan maka segera diserahkan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan
memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yvang berselisih.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
segera menyelesaikan perselisihan melalui perundingan ke arah
penyelesaian secara damai. Bila tercapai kata sepakat maka
diterima menjadi Kesepakatan Kerja Bersama.

Bila tidak tercapai kesepakatan, Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) berhak memberikan
putusan yang berupa anjuran ataupun putusan yang bersifat
mengikat bila perselisihan itu sukar untuk dapat diselesaikan

dengan anjuran.

“Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
memberikan putusan berupa anjuran bila Panitia
Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
berpendapat bahwa masih ada kemungkinan perselisihan
tersebut dapat terselesaikaii sccara damai yaitu dengan
menge:jurkan kedua belah pihak untuk berunding kembali”
(Manulang, 2001:98).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

Terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) yang sifatnya mengikat dapat mulai
dilaksanakan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

putusan diambil tidak dimintakan pemeriksaan ulang,

4. Penyelesaian di Pusat Melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak
menerima putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D), maka dapat mengajukan pemeriksaan ulang
(panding) kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D).

Bila suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan
kepentingan negara atau kepentingan umum, Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat menarik perselisihan
itu dari tangan pegawai perantara atau Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk diselesaikan sendiri.

Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) semuanya bersifat mengikat dan terhadapnya tidak
dapat dimintakan banding kecuali apabila Menteri Tenaga Kerja
membatalkan atau menunda putusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut.

5. Veto Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Menteri Tenaga Kerja dapat membatalkan atau menunda
putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
dengan syarat untuk kepentingan umum atau untuk melindungi
kepentingan negara. Hak veto dari Menteri Tenaga Kerja ini dapat
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dipergunakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) diambil.

Upaya pemerintah dalam menangani pemasalahan
perburuhan dewasa ini adalah dengan telah berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Jenis dan ruang lingkup perselisihan
hubungan industrial telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal
2, meliputi :

a. perselisihan hak;

b. perselisihan kepentingan;

c. perselisihan PHK;

d. perselisihan antar serikat pekerja dalam satu
perusahaan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang
menggunakan mekanisme Alternative Despute Resolution (ADR)
antara lain meliputi :

a. melalui perundingan Bipartit/ negoisasi (wajib). Meliputi
semua jenis perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 2
huruf (a,b,c). Diatur dalam Pasal 1 ke-1 dan Ke-10 jo Pasal
3,6,7;

b. melalui Mediasi. Meliputi semua jenis perselisihan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a,b,c,d). diatur dalam
Pasal 1 ke-11 dan ke-12 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 16;

c. melalui Konsiliasi. Terbatas pada perselisihan-perselisihan
sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, ¢, dan d, tidak
termasuk perselisihan hak Pasal 2 huruf a. Diatur dalam
Pasal 1 ke-13 dan ke-14 jo. Pasal 17 sampai dengan Pasal
28;
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d. melalui Arbitrase. Terbatas pada perselisihan-perselisihan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dan huruf d, tidak
termasuk perselisihan-perselisihan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 huruf a dan huruf c¢. Diatur dalam Pasal 1 ke-15
dan ke-16 jo. Pasal 29 sampai dengan Pasal 54;

e. melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri setempat. Menyangkut perselisihan PHEK
sebagaimana dimaksud Pasal 82 jo. Pasal 1 ke-4 dan Pasal
2 huruf c. Diatur dalam Pasal 1 ke-17 sampai dengan ke-20
Jjo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 115,

Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut
diberlakukan disebabkan oleh adanya sejak diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka putusan P4P yang semula bersifat final, oleh
pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat diajukan
gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang
selanjutnya dapat dimohonkan Kasasi pada Mahkamah Agung,
Proses ini membutuhkan waktu relatif lama vang tidak sesuai
untuk diterapkan dalam kasus ketenagakerjaan (hubungan
industrial) yang memerlukan penyelesaian yang cepat, karena

berkaitan dengan proses produksi dan hubu ngan kerja.
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BAH v
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan
scﬁagai berikut : |
1. bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan .
mmdustrial antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh CV.
Poreng Rava Jember diselesaikan melalui usaha perundingan |
bipartit, tetapi tidak berhasil. Tidak adanya kesepakatan

bersama  antara  kedua  belah  pihak  menvebabkan

pekerja/buruh melakukan unjuk rasa atau mogok kerja di
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Jember dengan
harapan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian

perselisihan hubungan industrial. Kemudian pekerja/buruh

membuat permohonan di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Kabupaten Jember untuk memerantarai perselisihan tersebut.

———

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. Poreng
Raya vang seharusnva diperantarai Panitia Daerah tidak
dilakukan dikarenakan adanva penarikaan surat permohonan
perantaraan penvelesaian perselisthan hubungan industrial
karena mengarah kepada pemutusan hubungan kerja.

2. bahwa faktor penghambat dalam proses perselisihan hubungan
industrial CV. Poreng Rava Jember adalah adanva itikad tidalk
Baik dari pihak perusahaan dengan kurangnya keterbukaan

dari masing-masing pihak vang Dberselisih, kurangnya

pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, peraturan yang ada
masih membutuhkan waktu lama dalam penyvelesaiannya,
lemahnya kemampuan pengetahuan tentang hukum beaik
pengusaha, pekerja/buruh, maupun serikat pekerja/serila:
buruh dan kurangnya koordinasi antara institusi pemerintah

44
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45 |
dalam membantu penvelesaian perburuhan. Cara
mengatasinya perlu adanva peningkatan kesadaran hak dan

kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam menciptakan |
itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan, dan perlu |

pembaharuan peraturan vang dapat bekerja secara efesien dan

efektif. Peran serikat pekerja/serikat buruh perlu ditingkatkan |

dan disosialisasikan dalam memberikan pengetahuan hukum [ ‘

perburuhan dilingkungan perusahaan. ‘

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan vang telah

ditulis, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :
L. agar dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan

industrnial kepada pihak yang terkait dengan permasalahan

perburuhan tidak bertolak belakang dengan tata cara vang
sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan

perlu adanya peningkatan terhadap efisiensi dan efektifitas

|
institusi yang menangani perselisihan perburuhan.
2. agar perselisihan hubungan industrial dapat dikurangi dengan |
cara membentuk lembaga bipartit vang berfungsi sebagai
forum komunikasi dan konsultasi mengenai  hal
ketenagakerjaan di perusahaan. Peran pengawasan
ketenagakerjaan diharapkan dapat bekerja secara aktif dan
kreatif dalam menjembatani perselisihan antara

pengusaha/majikan dan pekerja/buruh.
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PENGURUS UNITKERJA ]
FEDERASI SERIKAT PEKERJA, NIAGA, BANK DAN ASURANSI

SPSI ( NIBA )
JI. Manggar Gg. V/ 33 Jember

|
|

Jember, 11 Mei 2003

Mo 02 ' ORG/ PUR [ F.SP, NIBA — SPSI / V{2003 Kepada

Lampiran : 2 lembar Yth, Sdr. Pimpinan

Periial Surat Pernyataan Pencabutan CV. Poreng Raya
{ Pembutalan ) Tanda Tangan Karyawan /1 Jin, Manggar No: 32
Anggota — SPS1 - Kuary., CV. Poreng Raya di Jember -
Jember

Dengun harmat,

Yans bertanda tangan di bawah ini kami selaku Pengurus Unit Kerja SP NIBA SPSI CV. Furl'.nﬁ- -
Raya menyatakan bahwa ;

l
|
l
Mengingat L r

Sesual kesepakatan bersama dengan pimpinan / pemilik CV. Poreng Raya tertanggal 14 £pril 2C
bahwa kami didliburkan selama 2 (dua) bulan sampai 14 Juni 2003,

Memperhatikan : l

Bahwa akhir-akhir i para angeota ( Pekerja ) disuruh menandatangani pl:myutaa'n-pr:m}fataﬂn yang
sifatnya sepihak, tanpa I-:{:rnsu.ins: lebih dahulu dengan PUK SPSI seiempat,

|. Bahwa nada dan irama serta teknis permintaan perusahaan atzs pernyataan para anggota ( Pekerja )
lersebut menjurus hal-hal yang negatit serta intimidasi, yang menjurus pada PHI tanpa pesangon.

2. Bahwa para anggota ( Pekerja ) dengansangat tezjepit / terpaksa harus menanda tangannya permnyataan
tersebut { yvang dibuat oleh perusahaan ) tanpa diberi kesempatan berpikir yang jemih serta bebas
bahkan dengan tekanan moril, karena dihadapan 3 bahkan 5 orang wakil perusahaan, termasuk pengacara
perusahaan sedang pekerja tanpa pendamping seorang pun, sedangkan pekerja pada umumnya masih
awam akan peraturan-peratoran ketenaga kerjaan:

3. Laliwa para pekerja yang telah nicnanda tangam pernyataan, tidak diberi foto copy atau salinanannya.

4, dabwa semua anggota ( I‘J:I-cerja ) bekerja di CV. Poreng Raya selama ini baik-baik saja dan sudah
bertnhun=tahnn,

5. Bahwa CV. Poreng raya belum memasukkan kepesertaan pekarja kepada Asuransi jamsostek secara
kescluruhan ( baru + 35 % ), padahal hal terscbut menjadi lkewajiban normatif perusahaan secara
keszluruhan, dimana hal tersebut ada sanksinya ( pidana ), hukuman kurunganmaximal 6 bulan atau
denda maximal 50 juta | Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yaita PP.No. 14 tabun 1993 ),

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kami memutuskan |
sebaya) berikon :

Mvhodanid tuskan ¢
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I Mencabut { membalalkan ) semua pernyataan yang ditanda tangani Anggota ( Pekerja ) kami yang telah
terlanjur dibuat oleh perusahaan dan tidak berlaku lagi, serta batal demi hukum terhadap semua
pekerja, khususnya yang menjurus pada PHK tanpa pesangon ( antara lain terlampir 1 )

2. Kami tetap melaksanakan kesepakatan bersama dimana kami sedang diliburkan selama 2 ( dua ) bulan
(terlampir 2 ), sehingga kami tidak dapat dipaksanakan / diwajibkan hal — hal lain kecuali ambil gaji

Dimana kami telah meringankan perusahaan dengan menerima uang tunggu 50% dari seharusnya sesuai |
peraturan pemerintah sebesar 75%,

3. Dan perusahaan supaya menghentikan intimidast - intimidasi / intrik - intrik nepatif yang terselubung
terhadap para pekerja, agar ketenangan bekerja maupun berusaha dapat berjalan baik. Serta yang paling
penting semua pihak mematuhi ketentuan — ketentuan / peraturan — peraturan ketenaga kerjaan.

Demikian surat pernyataan kami agar di pakai sebagai pedoman bersama

: Hormat kami '
PUK. 5P. NIBA SPSI
Mengetahui : CV. Poreng Raya !

DPC. F. SP. NIBA SPSI Sekretaris

Kab. Jember
Sekretaris
e |
\%ﬁ_ { ANIS SUYUDI ) - &
S ent - ITOM, YUSUF SUJA'T ) -
oyl A
? i o ~}'\-u?
P

Fembusan Yth,
I Bp. Bupati Kepala Dacrah kab. Jember
2. Sdr. Ketua DPC. K. SPSI kab. Jeriber
3. Kep. Dinas Tenaga Kerja Kab, Jsmberl// +
4. Ka Cab. PT. Jamsostek Kab, Jember
5. Simpanan
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Lampiran 2 el a1
i PENGURUS UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT PEKERJA, NIAGA, BANK DAN ASURANSI
SPSI ( NIBA )
H. Manggar Gz. V' /33 Jember
Jember, 27 Me 2003
Kepada
Yih Sdr. Pimpinan Perusahann
CV. Poreng Raya
No JIPUK/ORG/F 8P, NIBA SPSIiViZun2 JI. Manggar No_ 32 lember
Lampiran i 2 {dua) lembar sebagai contoh
Perthal Panggilan Kerja dabam Status Diliburkean

Dengan hermat,

Dengan i kami sampaikan kepada Saudara Prmpinan Perusahaan CV, Poreng Raya perihal tersebut
diatas, dimana akhir-akhir ini sebagian besar anggota (pekerja) kami menerima surai panggilan kerja kembali
di CV. Poreng Raya (contcl: terlampir) berturut-turut dalam arti 2 sampai 3 kali secara perorangan,

Setelah kami menerima laporan dar semua augpota lebih dari 70 orang termasuk saya sendiri, maka
kami perlu mengingatkan kepada Pim pingn Perusahaan bahws sebagian besar pekena dalam status
diliburkan (periksa kalimat dalam alinea pertama) pada kesepakatan (terlampir) oich karenanya bagi
pekerja atau anggota kami yang tidak menghadiri undangan tersebut kami anggab wajar karena hukumnya
vacultatif alias ridak wajib (boleh hadir atau tidak’, karena statusnyva masih diliburkan sampai depgan

tanggal 14 Juni 2003 (dimana hal tersebyt belum dicabut), meskipun kami menvetujui adanya masuk keja
kemhal .

Kami  sangat  menyayangkun  / menyesulkan  panggilan-pangpilan  tersebut,  karena  tidak
memberitahukan kepada kami yang telah mengadakan kesepakatan bersama dengan pihak perusahaan;
dimgna secara sepihak perusahaan mengumbil langkah-langkah sendini yang isinya dapat kami nilai
menjurus kepada hal-hal yang negatils PHE lanpe pesangron

Oleh karenanya sekali lagi, kami ingatkan hendaknya segala sesuntu itu supava dilaksanakan sesuai
aluran-aturan yang sudah disepakati maupun peraturan-peraturan yang berlaku disamping surat kami
sehelum ini (No. 2 tanggal |1 Mej 2003). Sebab sermua itu ada aluran-aturannya dan kita perlu saling
memahaminy '

Demikian atas pechatiannya kami sampaikan terima kasih,

Hormat kami
PUK, SP. NIBA 5PS]

CV. Poreng Raya
;-
{ .
%

- il b \
T{ANISSUNUDE) P ( RIBUT)
A RLAUDE

Sekrelaris

Tembusan Yth !

Ku, Disnuker Kab. Jember (mohon perhatiannyi)
DPRD Kab. Jember Komisi

DPC K. SPS1 Kab. Jember

DPC F, SP NIBA. SPSI Kab. Jfember X
Simpanai

AL RS it B e

—
-

{

—
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Cieadll Sauilays yandg masih barrdnal intuk bekerja of CV. PORENG RAYA Y |
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TR et 20 Mel 2003
Eligieg gl sl o olsha S oo Rayva i

Edprpithiio oty e g ovf et ek i b Bdanya,

Jember, 21 Mei 2003
Harmat kami,

CV. Doreng Raya
IEMBER

EDDY BOEDISOESETYO

..._-.-::p"" y :
Office £ 3L Mg - A ELRAE Ty wlapeis Phone < (0331) 487929 Fix : 62-331-487569



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L E W a2, oy Tl L T e o
FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA- .07 . "5~ - JAN PROFESI '
¥ia mpirﬁpgmsnca BANK, INSURANCE, SERVICE rﬁ‘!ﬁﬁﬁ.{_ﬁ;- S umg;w}
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUR .. U NESIA 23 §
(FEDERATIHON OF ALL INDONESIAN TRADE UNICHNS)

Jalan Or. Sutame IV 3 Telp. (0331) 487812 Jembar

i oimaT '.Cl'l_'f:fﬂliﬁ.fi‘t]lf‘l5:25f|3f'f1;’230}. Jember; 4 Juni - 2003,
Lampirin : 4 Lembur Foto Kopy-
Perilial : Mohon perantura penyelesalan perselisihon Kepada Yth i

Sistiem kerja dan Penpupuhun Anggota EPSl
karyawan/i CV.Poreng Hayo Jembar ez =
Pimpinun Perusahaan : CV.rPoreng Baya JUra Jalan ; Trunojoyn Hu. 36

Bapak Ka.Disnaker Kab.Jemper

Jemher .
[enpan hormiat,

Bersami indglcomd DFC.L‘.SP'.NIM.&_PSI.]-’.&buputen Jember ;mohan pm‘;ut't..nz'n-—
Bapak,mengentd kasus perselicihon sistiem kerju din pengupahen,antora selu-
ruh AngEota SPSI./Karyawan/i CV.boreng Raya yong berjumlah = 75 Urang hng -
pota,dengan Pimpinan Porusahann CV.Foreng Hayc Jember,yunp berpima :

1. Sdr.YH.KUDIJANTO. ( Bapsd ) 2.5dr.EDDY BOEDI SOESATIYO ( Asak J.

flomemt Perusahaan jdalan ¢ Manggar ge 32 Jemhera

hdapun persoaluannyn sebighimand berikut : I

Bahwa pada tgly 18 Jm;u:--ri--?ﬂﬂ}.DE‘C.F.SP.P!LB&.EP&I.tEluh membentult P.U.k. = !

¥.8P. NLBl\.5P8] ,di-Perusshaan CV.Poreng Kuya Jember,dan otas sepengetahuan - f
femilil Peruszhaangserto sudah ada Bukti Pencatatan dari Disnnker Jember =

(0. 555{5&}59{“}6.EEEKIIUHKJ}.tErtmggml 1k Maret-2003ydeng.n jumloh Ang- t
goto sebanyak = 73 Orungs ’

Sistiem kerjo : Harion tetupdengun membyar Upoh setizp Mingpu sekos
1i,pada setiup Hordi : Sabtu mengacu puda  Upah UME/K-

Bohwa pads Herdi @ Sabtu teliid April-a:.l)ﬁ}.i?:l.mlainnn Perusahuan Sdro.YB. '
Fudijanto ,memongeil PUKe sdre.fnis Suyudi.mem\?arituhuium bohwa sghubunpun -
{eadann Perusahaan padi saat ini,sedeng mengalami masaloh kekosongan buhan-
BHaku daon I:inunsitLl untu prudukﬂi,mﬂkﬂu_suluruh Koryowan/i CV.Poreng Hoya -
Jember® DILIBURKAN / DIRUMAHKAN " sejok Hari : SENIN Tgl3k April=2003,5/D=
Tangmd; 14 Juni=2003,( 2 Bulan ) don akon diperpanjank lagl apabila Peruso
hoon belum stabil,dan besarnya Uang Tunggy/ Upah atas dasar hasil musyawa-
puh dengon fihok PUK.dicapud kesepukaton dibayur = 50 %,dan dibayarkan se =  §
tiap Hari : Sabtu,dan hasil kescpakut.n corsebut,dituangkan melelui Surat -
W KESEPAKATAN ™ antira fihak Pimpinan Perusahaan dengan Pengurus Unit Ker=
jo SPSI.yuug mewakili seluruh Angpotanyn.( Poto Kopy terlumpir Jo

Bahwa pada tgly ff MEI-200%,Pimpinan Perusahaoan,telih memanggil kerja
melnlud amtppng,gil&n.kopuﬂa beberapa Orang Anpgeota,dan ternyata setelsh -
hadir di Perusohaon,tidak diperintah kerja sebuguimuna biasanya,namun dipe-

= Serintall menyalin konsep surut pernyataan Yung sebolumnyn sudah disiopkon =

0lell seseresnes=n F

CEE- R
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DEWAN PENGURUS CABANG

({COMMERCE, BANK, INSURANCE, SERVICE AND PROFESSION. EMPLOYEE'S !J%N.

KONFEDERAS| SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(FEDERATION OF ALL INDONESIAN TRADE UNIONS)

Jalan Or ":':l.lll:.irnc! IV 53 Telp. (0331) 487B12 Jember

R R R

oleh fihak Perusahaan melolui Kuasa Hukumnya,yang bernama :J.ELeN MACHD:—
LENA ,SH. kemudinn yung bers.nglutun semwanya disuruh menanda tangani Su -
rut pernyataan tsbedan dengan tekuncn moril tanpa diberi kesempatan untuk-
mempelajard isi dardi surat pesnyataun tebeyang exhirnya dengan terpaksa =
merela monondatangandi .

Bahwa dalom hal ini,fiholk Perusahasn sebelumnya tidak memberdi tahu-
kan kepada Pengurus Unit Kerja,dsn tindakun Perusahaan berlanjut pada gLy
28 r—]ei-zchl',dcngan'mengjrizrﬂmn surat panggilan kepada semua Karyowan/i nyo-
untuk misuk kerja,dun ternyuta seteloh somun Karyawan/i hoadir semuanya dj.. -
Porusahann,tidak df pelterjokun,nomun hanya disuruh mencndatangani Surat Per=
nyatuan sebugaimana teresebut dinfas,dan mereka semus menoloknyi.

Eahwa selanjutnya,pada tglic Juni=2003,Pimpinen Perusahoan,menglrin-
lan Surat pangegilar kepadu semun Koryawan/i,untuk musuk kerjo,dun ternyato=-
setelan hadir semua di Perusahaan,tidok dipekerjaknan hanya sama geperti tsb
diatas,diperintah untuk menandatangani Surat pernyataan,dan semui Karyowin-
menoluknya,sehingga terjudi keresshaan pada el Anggota fRaryawan/i tsbe

Bahwa pads tgli2 Juni=-2003 tsbediatas,kami DEC.F.SE.NIBA.SPSl.dan —
didompingl oleh Ketuw DPC.KONFEDERASI Kab.Jemoer ,S3r.Drs-Koster Slanipar ==
setelih mererina laporan dari PUK CVe.Poreng Reya,segera datang lke Peruahasn
dengun maksud ingin mengodakan Perundingan / Musyawar.h deng.n Pimpinan Pe
rusahonn / termusuk Kussu Hulumnya,nomun durd fihek Pimpinasn Perusahoan =e=
CVe.Poreng Raya,menolaknyds,dan menginginkan mosaloh tsbediseleseikun di-Kone
tor f nu‘m:l.ui peruntara Disnukae Kabl.Jember.

Bahwa perlu kami loporkan disini ysebogonimans Surat Humpmtan semua

Karyawan/i diliburkan,dengan mendapat Upah = 50 % yung dibayorkon setiap =

hari;Sabtu,ternyuta mulai :Hordi Scbtu tgli 31 Mei-2003,yong lalu Pimpinon =
Perusahaan ﬂ‘ufuPGI'EnE; Royn Sdra EB.AU]}IJJ;H'I‘D Ingkar Janji,tidok membayar Upah
kepada semus Kﬂr;raw:_nfi nya,dengan alasan,karena Pﬂ.dﬂ tgl;28 Mei-2003,parc-
karyawan/i tidak ada yang hodir ke Perusahasn,sesuai tler:gm purct pangpilon
kerjo,padihal poda tgl;28 Mei=2003,semun Karyowan/i hadir semuunya,sebagal-
moni keterangun diotos.

PBahwa dari hal-hal tsbedintas,maka penyimpanganZ yang dilakukan ocleh
Pimpinan CV.Poreng Haya sbb. @
1.Tidnk meneruskan pelaksansan Pembayaran Upah s Gajih,sebagaimana Yang te=
1lah disepakati bersama sejak hard ¢ Sabtu tegly 371 Mei-2003.
2, Pimpinan Perusalm;:m menpadakan pemanggilan kepuda semus Karyownn/i untulk-
belker ja leamBuLLL Jpoda tgl; 28 Mei-2003,dan tgl; 2 Juni-2003%,ternyata tidak -
dlpeher;jak:m..pacluhnl semud horyuwan/inya hodir di Perusahaon.

w0 GcDe &3 _‘,5:! pEGe s eae &oe "o

FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, ASURANSI, JASA DAN PROTTS
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DEV/AN rENGUHUS CABANG F
FEDERASI SERIKAT PEKERUJA NIAGA, BANK, ASURANSI, JASA DAN PROFESI
(COMMERCE, BANK, INSURANCE, SERVICE AND PROFESSION, EMPLOYEE'S

UNION
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH !NMNESI@ :
(FEDERATION OF ALL INDONESIAN TRADE UNIONS)

Jalan Dr, Sutomo IV /3 Telp, (D331) 487812 Jomber

ecsassass JePelangmaran Perusahsaon CV.Forenp Raya Jember,sesual dengan Undung-lindang

li0e 3/1992 men.:_:eﬁai kepepertaan Program Jam Sostek bagl pary Karyawan/i -
dird Jumlah Angpota fHaryawan/i  F.SP.NIBA.SPSI. dari jumlah= 73 Orang --—=
Kuryawan/i banya di ikut sertakan gebanyak = 32 Orang Karyawan/i,padahal=-
mereks bekerja sudah lebih dari = 5 Tahun,sebagadmons poto kopy terlompirs

TUNTUTAN YAKE DISAMPATEAN =

1. Bahwa Pimpinan Perusahairn CVePoreng Raya,harus mempekerjokan kemboli - f »
Bomua Karyowan/i nya,sebagaimong sadiokaln. |

Ze Hahwp Pimpinon CV.Poreng Raya horus meloksonokan Kewajibannya,sesuocl - '
Surat Kesepuk-tan antors Pimpinon CV.Poreng Rayo dengan Penpurus Undt Ker=
ja F.EP.NIBA.SPEI. yaong teleh ditandatungani pada tgl; 1% April-2003.

3: Bohwa Pimpinan CV.Poreng Hoya Jember,horus mentoati don Melokssanakine

gemun Ketentunn Peraturun -Peroturon Don Undong-Undang Hetenngokerjasn = |

wepublilke Indonesin. 7
4. Bohwa apabila dikemudian huri,Perusahaan CV.Poreng koya Jember,tidak -
mentanti dun Melangepar Peraturon-Feraturan serta Undong-Undang Ketenogo =
kerjaon,kami mohon Bapalk KasDisnoler Kabupaten dember;xhﬂngﬂmhil tindokan

|

togas kepada Pimpinon Perusahaan CV.Poreng Raya Jembei',semﬂi Hukum ying-
bﬂrlmu—

Cemikion komi sompoikan,otas -mgula. perhatian serta bantunnnyamenyampais
kan Usapan terimakasih yunpg sebesar-besarnyoc—

DEWAN PIMPINAN CABANG
FEDERASL PEKERJA ,NIAGA ,BANK ,DaN ,ASURANSI.
_— SPSI.KABUPATEN JEMBER
o,

.-"'""_-__- )
M. ¥USUF SUJdAl.
Sekretaris.

Tembusan disompaiken Kepada ¥Yth.
1« Bapak Buputi Kabupaten Jember.
2 50T« PPN F 8P NIBA . 5PEY JJawn-Timur di=-Sur-bayn. )
%.5dr.DPC.Konfedertsi. SESL.Kabupaten Jember - § f
4 Sdr.P. UK .CVPoreng Bays Jember
Sehr 81l D e=
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Tupiran¢ PEMEKINTAH KABUPATEN JEMBER .
' DINAS TENAGA KERJA

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331 ) 486177
JEMBE R__{ﬁﬂ_l_.}'?‘:-

—_._—-.——-—_.-————'_—_:—— E————

=7

Jermbae 02 Jend 2003 .

Ennada i

Nomor 1 561/ 215 Jb36,328/20034 :
¥the 1 P P

sifat 1 Perting o the 1 Sdre :mﬂm erusghasn

G L] [ o3 ‘4 3
TaknSan RS fareny Anra

2¢ Sdra Kebita PUKe 3P, B I

Perihal tPengegilan. e DU5e w K. JP. HHiba F5PS

Ve Poreng m

I -

1 B -
savtangan dengm matat Sados Paspinen Forusahasn -

OVe Foveiy lagn N ¢ lﬁjmefP;P.fJM dai: miret dard Soudsrs ketua
PUK. SP, jidba FSPSX Homur o 2/0rp/FUK/y $5PNIM-GPSTN /2003 dan =

3/pur/fory/i st HT $PSTA/2003 yang tembusemya disampaikan kepada

kani , mwoka semial progodur Urdang-undang Nos 22 Tshun 1957 Jo Undang
undang MNo.13 Tahun 2003 diharan kohadiran Smidars pada o

fard / Tanggal ¢ Kamls , 33 Jwsd 2003 .

Jam 1 13400 WIT
Tomat ¢ Dinas Tenags Nerja Jabupaten Jembes
Henghapap 1 Pegawnl Perwtara .

Demiliay atas perhatian dan kehadirannyn tepat wicty  dlpampailan =

b'ﬂrL'IIE; mzpihn »

{EPALA DINAS TENACA KERJA

-‘-".
C KAUPATIN JIEER,

Teribueu: diugriasilion luagds NEh :
1o Do Bpatd Jericr 4 Jembes ST e L
( sobagad laparan ) g T

Z-Arﬂip-
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Lampiran §
L PLEBAR -~ DISPOSTS X

he2l Surat . CHNEVEUT FAP. A Srny piterima el
By PORETG PAYA ¢ 1 [] JUH 2003
rgl. surat :14-ecq-~ 200 HomeT AgeRia 1934_

Yomor Suret

g Ditermskan Kepadn

kzsepahci*an av v FORENG RANA M

fember

e s ———

Ka. Dinas

Kabag, T.1.

. 'gubdin Panta Jerja
. Bubdin Persncanaan
Subdin Latios

C?hhdin llubin Sra kch/

., Bubdin Pengawasan

A & v 2

181 DISPOSTAT

* g,
A

= P <=

%
6
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KESEPAKATAN

Sehubungan dengan perusahaan mengalami masalah kekosongan bahan
baku dan financial untuk produksi, maka seluruh karyawan Poreng Raya |
Jember Diliburkan / dirumahkan sejak hari Senin, 14 April 2003 s/d 14 Juni
2003, dean akan diperpanjang lagi bila keadaan perusahaan belum stabil,
dengan uang tunggu sebesar 50 % (Lima Pulub persen) dari UMK dengan
mengeunakan dasar Hari Efeletif, “
Pembayaran upah dilakukan setiap hari Sabtu.

Keteatwan imi tidak  berlaku bagl karyawan Sawmill, vyang tidak
diperbantukan ke tempat lain.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Upah karyawan untuk minggu ke
15 ( 7 April s/d 12 April ) dibayarkan pada hari Selasa 15 April 2003 pada
jam 15.00 WIB. ,

Rapel atas upah bulan Januari s/d Maret 2003 dibayarkan pada tanggal 30 p
April 2003,
Kami selaku pengurus SPSI Pureng Raya Jember vang mewakili seluruh t

karyawan Poreng Raya Jember menyetnjui isi pemberitahuan ini. |

A.n Pengurus SPSI
Poreng Raya Jember,

Menyetujui,
apinan Poreng Raya

YB. RUDIJANTO

Saksi. | Saksi, /'
/ e

Pengawas, ! i3

Arnel Triwandono %li Y asm



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 6
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331 } 486177
JEI\*!_B:[:.R (_53!3?}

Jember 17 Jumy 2003

Kepada :
Nomer : 567/907% /426.328/2002 1. 8dr. Pimpinan CV, Poreng Raya
Sifat : Penting JI. Manggar No. 32
Lampiran t= 2. 8dr. I Elen Machdalena, SH
Perihal : Panzpilan 11 (Euasa Hukom CV. Poreng Raya)

3. Sdr. Eetua PUE SP NIBA SPSI
CV. Poreng Raya
JI. Mangear No. 32
4. Sdr. Ketua DPC FSFSI SF NIBA
Ji. Dr. Sptome IV/3
i -
JEMBER

Sehubungan dengan surat pangeilan kami tanggal 02 Joni 2003 dan
surat permiintaan perantaraan dan DPC FSPSI SP NIBA Eabupaten Jember
tangeal 4 Jun1 2003 dmara pada panggilan pertama tanggal 12 Jupi 2003
pihak peruzahaan tidak hadir yang kita tindak lanjtui dengan kunjungan kami
ke CV. Poreng Raya tanggal 16 Juni 2002 dimana kondisi perusahaan dalam

keadaan ditutup maka vntuk menyelesaiakan masalalinya sesuai Prozedur
Ul No | 22 Tahun 1957 juncte UU. No. 13 Tahun 2003 diharap kehadiran
Saudara pada

Harvtangeal | Jumat, 20 Jum 2003

Jam - 1300 BBWI

Tempat . Dinas Tenaga kerja Eab. Tember
J. Trunojoye No. 26 Jember

Menghadap : Pegawai Ferantara

DPemikian untuk menjadi perhatian Saudara.

; Pembma Tkl
NIP.160020823.

Tembuszan disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Bupati Jember di Jeniber {sebagat la[mran]
2. Kapolres Jember

( mohon bantuan menghaditkan pihak pervsahaan dan kuasa hukumnya )
3. Dinas Tenaga Eerja Prop. Jawa Timur.
4. Ketua Kepanitetaay PAD) Prop_ Talim di Surabaya
5

. Arsip.

—— =
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DINAS TENAGA KERJA

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331 ) 486177
JEMBER (68137)

Jember, 23 Juni 2003

Kepada :
Nom or - 56792 143631872001 Yth, 1. Sdr Funpinan CV._ Poreng Raya
Sifat . Peuting. T Manggar No. 32 Jember.
Perihal . PANGGEAN I 2. Sdr. J. Elen Machdalena, SH.

Tembusan dizon pailay kepada Yih
1 Bapak Bupats Jew, ber ( sebagai laporan)

a\_lmhmt

( Kuasa Hulom CV. Poreng Raya)
3. Sdr. Ketua PUK SP NIEA SPSL
CV. Poreng Raya.
J. Manggar Mo 32 JTember.
4. Sdr. Eetua DPC FSPSI SP. NIBA
I, Dr. Sutome IV / 3 - Jember.
eli-

JEMBER
Manmdak lanjun surd kamy Nemor 567903/436. 32872003 tanggal 17
Juni 2003 penthal sepertt pada pokek surat, dimana pada pangeilan 1 dan 11
pihak pekerja hadir namun piiak Pervsahaan tidak hadiv tanpa keterangan dan .
sesuai hasil pertemuan Bami dengan Pimpinan perusahaan (Sdr. YB. Rudijanto)

pada hart Rabu tanggal 15 Jun: 2003, maka diharap kehadiran Saudara pada -

Hari 1 tanggaal : Benin, 30 Jum 2003 '
Jam 1900 WIB. - ‘
Tempat * Dinas Tenaga Kerja Ksbupaten Jember
JI. Trunojoyo No. 36 Jember,
Menghadap : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
"Acars : Penyelesaian PHI antara pthak karyawan dengan pihak

perusahaan CV. Poreng Raya

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan diharap hadir tepat waktu.

Eapolres Jember { Mohon bantuan menghadirkan pthak Perusahaan)
Kepala Dinas Tenaga Kerga Prop Tdlini di Surabaya

Eetua Panitera P 4 D Prop. Jatum di Surabaya

Easobdin Pengawasan Disnaker Eab. Jember. '
Arsip.

_ ﬁ"— g S T
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER,
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10.

11.

l

Risalah hasil Perundingan

Nama Pekerja

Alamat Pekerja

Nama Serikat Pekerja

Alamat Serikat Pekerja
MNama Pengusaha

Alamat Pengusaha

Tempat dan Tgl Perundingan

Pokok Masalah

Pendinan Pekerja

Pendirian Pengusaha

Kesimpulan Perunding an

;‘Kg}.maw

Wsiakor Jombtr | 3o ' 2003 |

- Permasaloban Hlum Seledar

¢ . ey Cf’ir’/é ,ﬁ?mmﬁh‘
Py ?ngfi'f?ﬁﬁmﬂé@a

f
. DICE, ?Pffi‘rf@ f?ﬁ;f;fw
A Or fufamo W < l
. TB- Koy mnfo ‘
: j(\ Mangiar .

vpah  Pelerpon Feloma . Srrumak g

Ahak . ﬁéﬁu!@éagm pibak pelor

fiﬂg?ﬂf’q tGlep HGMW%1

1e71dp mendepar- parggi@n ﬂwj

% oraoker sember

Jember, 20 *2?!/;?{1 2003
PENGUSAHA,
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Lampiran 7 '
pL}JL‘.BﬁH—DISE_C!SISI 08
: 3 s ; =
Asal Surat b ?EH“E%}.gQﬂﬂwﬁk Diterima tgl.
R e S e 47 JUNM3
Tel. Surat 2E _Cin 2o 5 Nomer pgenda ; Lﬁﬂ"-’l#\-
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Nomer sl Kro./PR/VI/O03 Eepada Yt :

Lampiran 1 berkas Eadisnaker Kabupaten Jember

Perthal - Rronolog Jl. Trunojove No. 36
JEMEER

Dengan hormat, i

Yang bertandatanzan di bawah ini saya, I ELEN MACHDALENA S H Advokat
! Pengacara , zelaku kuasa hukum CV _ PORENG RAYA, yang berkedudukan di Jalan Manggar
Nomor . 32 JEMBER .

Bersama 1 kami sampaikon kronologl permasalchan yang terjadi di
'V PORENGRAYA Adapun Eronclogi Permasalahannya adalah cebagai bertkut :

. Bahwa sejak bulan Desember 2002 vang lalu, karyawan - karyawati
CV. PORENG RAYA prodoksi CV. PORENG RAYA  mengalami
penurunan yang sangat  sekali, hali ini disebabkan karena para karyawan
CV.PORENG RAYA banyak yang bekarja secaracslow down, dan hal imi
selalu diingatkan oleh Pimpinan CV.PORENG RAYA dalam hal i1 adalah bapak
Eddy dan bapak Ruddy. Selzlu dijawab oleh Pimpinan DPC. SPSI Bpk Gunadi
dan Bpk Yusup yang mengatakan bahwa hal im bukanlah kesalahan dan
tangeungjawab karyawan | karena hal tugas karyawan hanya masuk pada jam kerja t
dan pulang pada jam kerja | soal didalam mereka bekerja atau tidak itu bukan
urusan karyawan , Padahal janh sebeivm bulan Desember 2002, bertahun — tahun
para pekerja bekerja denganrajin dan hasi! produksi selalu meningkal ;

(=

Bahwa karena para pekerja CV. PORENGRAYA  bekerja secara slow down,
sehingga mengakibatkan order yang diterima oleh CVPORENG RAYA | selalu
terlambat dalam pengiriman  atas dengan kata lain pengiriman tidak tepat wakiu,
gehingga banya pesanan / order yang dibatallcan dan PT. EATWARA ROTAN

- Gresik tidak lagi mengirim bahan baku,K maka sejak bulan April 2003
CV. PORENG RAYA meliburkan para pekerjanya dan para pekerja meminta
kepada Pimpinan CV. PORENG RAYA untuk membayar gaji para karyawan |
sebesar 50 % selama karyawan tidak bekerja Dan apabila pihak perusahaan
menyetujuinya, hal itu dibvat dibawah tekanan dan pihak Perusahaan khawatir
akan terjadi hal — hal yang tidak diinginkan ;

Dffice : J1, Manggar 32 Jamber 68117 - Jatim - Indonesia Phone : (0331) 487929 Fax : 62-331-487569 I
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3 Bahwa hal tersebut terbukti bahwa dalam kesepakatan tersebut adalah cacad

hukum, karena tidak ada para pihaknya ( Siapa Pihak Pertama 7 dan siapa Pihak
Eedua 7 ), tidak ada kata — kata yang menyebutkan bahwa para pihak ( Pihak
Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat ), dan tidak dimuat dimana kesepakatan
tersebut dibuat ? dan tanggal berapakah kesepakatam tersebut dibuat ?

Dan apabila Pihak Karyawan menganggap bahwa Pihuk Perusahaan
menyalahi kesepakatan tersebut ~ Maka kami persilahkan para karyawan
mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jember |

4. Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2003 Pihak Perusahaan melakukan Panggilan [

kepada karyawan / wati CV PORENG yang isinya bagi karyawan yang masih
berminal vntuk bekerja , diharapkan masuk bekerja kembali dan apabila sampai
tanggal 28 Mei 2002 bila karyawan tidak masuk bekerja  ,maka berarti para
karyawan CV. PORENG RAYA tersebut sudah tidax  berminar untuk bekerja
di CV. PORENG RAYA dengan kata lain mereka sudah menggundurkan diri
dari CV.PORENG RAYA , akantetapi Panggilan] tidak diindahkan. ( Foto

Copy Panggilan [ terlampir )

. Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2003 Pihak Perusahaan melakukan Panggilan I

kepada waryawan / wati CV FORENG yang isinya bagi karyawan yang masih
berminat untuk bekerja, diharapkan masuk bekerja kembali dan apabila
sampai  tanggal 02 Jumi 2003 bila karyawan tidak masuk bekerja , maka
beratti para karyawan CV. PORENG RAYA tersebut sudah tidak berminat
untuk bekerjadi CV  PORENG RAYA dengan kata lain mereka suvdah
menggundurkan divi dari CV. PORENG RAYA, akan tetapi Panggilan II
juga tidak diindahkan. ( Foto Copy Panggilan IT terlampir ),

. Bahwa Pada tanggal 04 Juni 2003 Pihak Perusahaan melakukan Panggilan III

kepada karyawan / wati CV PORENG yang isinya bagi karyawan yang masih

berminat untuk bekerja, diharapkan masuk bekerja kembali dan apabila sampai
tanggal 09 Juni 2003 bila karyawan tidak niasuk bekerja ,maka berarti para
karyawan CV. PORENG RAYA tersebut sudah tidak berminat untuk bekerja
di CV. PORENG RAYA dengan kata lain mereka sudsh menggundurkan diri

dari CV, PORENG RAYA  akan tetapi Panggilan Il tidak diindahkan . ( Foto
Copy Panggilan ITI terlampir ) ;

7. Bahwa Pada tanggal 05 Juni 2003 Pihak Pernsahaan melakukan Panggilan IV

kepada karvawan / wati CV PORENG yang isinya bagi karyawan yang masih
berminat untuk bekerja , diharapkan masuk bekerja kembali dan apabila sampai

tanggal 11 Juni 2003, bila karyawan tidak masuk bekerja ,maka berarti para ..

karyawan CV. PORENG RAYA tersebut sudah tidak berminat untuk
bekerja di CV. PORENG RAYA denpan kata lain mereka sudah
mengeundurkan diri dari CV. PORENG RAYA , akan tetapi Panggilan IV
tidak diindahkan juga. ( Foto Copy Panggilau IV terlampir ) ;

EHAT UKL I -
SH
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KANTOR PENGACARLTEMLSEHAT HUKLL

e J. ELEN MACHDALTMA ™
o
3

B. Balwa zampai dengan Panggilan IV karyawan / wati tidak mengindalikannya,

maka sezvai dengan Pasal 168 (1)

Undang - Undang No, 13 Tahun 2003 para

karyawan CV. PORENG RAYA telah mengundurkan diri dari CV. PORENG
RAYA dan ketentuan mengrngunkan diri sudah diatur dalam pasal 156 ayatd

Undang - Undang No, 13 tahun 2003

8 Bahwa oleh karena sejak tanggal 21 Mei 2003 | karyawan/ wati CV. PORENG

RAYA | sudah dipanggil untul:- bekerj
tetapi tidak diindahkan, maka sejak

a kembali tanggal 28 Mei 2003, akan
saat itulah upahnya tidak dibayar sesuai

ketentuan Pasal 93 Undang - Undang No. 12 Tahun 2003.

10. Bahwa sampai saat ini masih terdapat 8 orang staf dan 9 orang karyawan

yang tetap bekenja di CV. POREN

G RAYA

Demikianlal  Kronologi  Permasalahan CV. PORENG RAYA  Sebelum

sesudahnya atas perhatiannya tidak lupa

Tembusan Kepada Yih ;

1 Bupati Jember di Jember
J  Kacab PT. JAM SOSTEE JEMEER
3 Arsip

kami ucapkan terima kasih

Jember 25 Jumi 2003

Hormat Eami -
Enaza Hulum
.PORENG RAYA
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= 73
“UPBEMERINTAH  KABUPATEN. JEMBER
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Trunojoyo No, 36 Telp. / Fax. (0331 ) 486177
= J E_lrv_i!i ER (68137) = OF .

Kepada : |
Nomor : 561/(C5%/436.328/2003. ¥th. L Sdr. Pimpinan CV. Poreng Raya |
Sifat  : Penting. Jember.
Lampiran; - JI. Mangzar Wo. 32 Jember. !
Perithal : Anjuran Pecawai 2. Sdr. Eetua PUK. F SPNIBA SP&]
Perantara. 7 V. Poreng Raya Jember.

3. Sdr. Ketua DPC SP NIBA FSPSI l
Kabupaten Jember
( Kuasa Hukum pihak PUK FSP
NIBA CV. Poreng Raya Jember )
di
JEMBER.

Berkenaan denpan Permasalahan perselisihan Hubungan Industrial yang
terjadi anfara Karyawan / pekerja yeng diwakili PUE F SP NIEA SPSI CV. Poreng
Raya Jember dan surat permintaan perantaraan dari DPC F SP NIBA SPSI Jember
tanggal 4 Juni 2003 maka Dinas Teuaga Kerja Jember telah melakukan pemanggilan
kepada pihak-pihak yang berselisih secara patut untuk didengar penjelasannya. Dari 3
( figa ) kali pemanpggilan pihak pekerja hadir sementara pihak perusahaan
( CV. Poreng Raya ) tidak hadir dan diperoleh penjelasan sebagai berikut -

- = g

A EKeterangan Ketua DPC F SP NIBA SPST Kabupaten Jember penerima faasa dari
PUE F SP NIBA SPSI CV. Poreng Raya yang selanjutnya disebut pihak pekerja -

L. Bahwa sehubungan dengan perusahaan mengalami masalah kekosongan bahan
baku dan financial untuk produksi, pihak karyawan CV. Poreng Raya Jember
setuju diliburkan/disunahkan mulai tangeal 14 April 2003 &/d 14 Juni 2003
oleh pimpinan CV. Poreng Raya dengan upah 50 % ( lima puluh persen ) dari
UME

2. Bahwa pads tanggal 17 Mei 2003, Pimpinan Peruzabaan melaknkan
pemanggilan kerja kepada beberapa orang karyawan, namun sesampainya di
perusehaan fidak  dipekerjakan Jetapl  disuruh membuat/menyalin  surat
pernyataan dengan tekanan maoril.

3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2003 pihak perusahaan mefakukan pemanggifan !
kerja kepads selwub pekerjanya, samun sesilipunya dipeusahaan tidak i '

dipekerjakan tetapi disuruh membual surat pernyataan namun ditolak oleh

piliak pekerja.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2003 pihak pekerja DPC F SP NIBA SPST

bersama dengen ketua DPC 1SPST Kabupaten Jember tendatangi perusahaan

untuk  berunding namun ditolak oleh pihak perusahaan dan mengmginkan
masalah tersebut diselessikan di Dinas Tenaga Kexja Kabupaten Jember ’
melalui perantaraan

5. Bahwa CV. Poreng Raya Jember sesnai dengan Undang-undang No, 3 tahun
1992 tentang Program Jamsostek hanya mengikutsertakan sebanyak 32 orang s
dari 73 orang karyawannya,

0. Bahwa oleh karena hal - hal diatas piak pekerja menuntut -

- Pimpinan CV. Poreng Raya mempekerjakan kembali semua karyawun-
karyawatinya sebagaimans sedia kala.
Pimpinan CV, Poreng Raya membayar upah pekerja sefama pekerja
dirymahkan.

d
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- Pimpinan CV. Poreng Raya harns mentaati semua ketentuan peraturan dan
Undang-undang Eetenagakerjaan.

- Bahwa jika Perusahaan CV. Poreng Raya tidak mentaati semua Peraturan
dan Undang-undang Ketenagakerjaan mohon Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember menzambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

B. Keterangan pihak Perusaliaan CV. Poreng Raya Jember :

1. Bahwa sampai dengan dibuatnya anjuran tertulis tiga kali pihak pernsahaan

tidak pernah hadir, maka anjuran dibuat berdasarkan keterangan sepihak yaitu i
dari pihak pekerja. '

C. Pendapat dan pertimbangan Pepawai Perantara ;

S
1. Bahwa pada tanggal 27 Junt 2003 Dinas Tenaga Ketja Kabupaten Jember -
menerima surat dari Sdri. I Elen Magdalena SH. Yang mengaku sebagai
kuasa hukum CV. Poreng Raya Jomber, namun pengakuannya tidak didukung
dengan surat kuasa/Penunjukan sebagai kuasa Huknm dari CV. Foreng raya
maka sesuat Peraturan Mentert Tenaga Kerja Nomor : 02/Men/1985 tentang |
syarat penunjukan, tugas kedudukan dan wewenang Pegawai Perantara Pasal 8 1
( b ) keteranganuya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi
persyaratan yuridis.
Dahwa Uberdasarkan panggilan kami I, II dan OI pada tanggal 12 Juni 2003,
20 Juni 2003 dan 30 Juni 2003 dan lwnjungan kami ke perusahaan pada
tanggal 16 Juni 2003 dan 25 Juni 2003 dalam rangka mengupayakan proses |
perantaraan namun pihak pernsshaan tidak hadir maka berdasarkan Undang-
undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pasal 18 ( 1) dan ( 5 ) pihak pernsahaan diangeap menolak perantaraan '
sehingga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 26 Undang-undang
No. 22 tahun 1957
3. Bahwa ocieh karena pihak perusahasan fidak ada efikat baik untuk
menyelesatkan  Perselisthan Hubungan Industrial maka pegawai Perantars
menganiurkan berdasarkan keterangun sepihak dari pihak pekerja
4. Bahwa diakui oleh pihak pekerja bahwa antara pihak pekena dengan pihak
perusahaan ada hubongan kerja
Bahwa berdazarkan Peraturan Pemerintah No.® tahun 108} tentong
Perlindungan Upah dalam Pasal 4 dan 8 dinyatakan sebagal berikut
- Pasal 4 berbunyi © Upah tidak dibayar bila buruh tidak melalnlan
pekerjaan " P
Fenjelaszan :
Ketentuan i merupakan azas yang pada dasarnya berlaku terhadap semina
golongan buruhb, kecuali bila buruh yang bersangkntan tidsk dapat bekeria
bukan digebabkan oleh kesalahan buruh. J
- Pasal 8 berbunyt* Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada burui
yang bersedia melakukan pekerfaan yang tefah dijanfikan akan tetapi
pengusaha tidak o5 ickerjakannya batk karena kesalahan sendirf 1) aupi
halangan yang dialami oleh pengusaha yang sebarusnya dapat 1a hindary .
Penjelasan :
Dengan adanya ketentoan pasal ini maka pemberian uang tunggu yang
bukan dalam katan dengan pemberhentian sementara (Schorshing) yang
selama ini dilakukan olel pengusaha tidak diperkenankan lagi oleh 1
karenanya pengusaha harus membayar upsh penuh kepada buruh. 4
Maka pihak perusshasn wajib membayar upah penuh kepada pihak h\

[

A
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6. Ballwa mengacu pada surar edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomer :
CE/GS/M/BW/ L1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan kearah
pemutusan hubungan kerja sebagai benkot ¢ ¢
- Pengnsaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok

dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur [ain
datam perjanjian kerjaPeratnran perusaliaan afau Kesepakatan ketja
bersama.

- Apabila Pengusaha akan membayer upah pekerja tidak secara penuh agar
dirundinekan dengan piliak Secikat Pekerja dan atau para pekerja mengena
besarnya upah selama dirnmabkan dan lamanya dirum shkan.

Hasil perundingan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk
Persetujuan Bersama dan dalam” hal tidak tercapai kesepakaton maka
pengusaha tetap berkewajiban membayar upah pekerja.

Maka hasil persetujuan yang dibuat oleh pihak pekerja yang telah disetujui

oleh pihak perusahaan tenteng pembayaran upah selama drumahkan ™
[sfhﬂgahnmm]:e_mpakaianifr!mnpil ) adalah sah.

7. Bahwa adanya tuntutan dmi pihak pekerja mengenai  kepesertaan
TAMSOSTEE sesuai Undang-undang No. 3 tahun 1992 terhadap 41 pekerja
yang belum diikutsertakan program Jamsostek dan penggelapan iuran
Jamsostek yang dilakukan oleh pihak perusshaan adalah sangat wajar,
mengingat tindakan perusahiaan tersebut merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pegawai Perantars menganjwkan !

)
III
gy — - “ -
%
—---——-J

|\ Agar pihak perpsahaan CV. Poreng Raya mempekerjakan kembali pihak

pekerja mula tanggal 16 Juni 2003 (sesuai kesepakatan)

Apar pihak perusahaan CV. Poreng Raya membayar kepada pihik pekerja ’
I

fud

upah pekerja selama dirumahkan sesuai kesepakatan.
1. Agar pifiak perusahaan CV. Poreng Raya membayar upah penuh kepadd pihak - o5
pekerya selama pilak pekerja tidak dipekeryakan. :
4. Mewajibkan pinak perusahaan CV. Poreng Raya mengikutsertakan pihak
pekerja sebanyak 41 orang dalam program Jamszostek dan membayar
funggakan iuran Jamsostek pada FT Jamsostek Persere Jember.
5. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran Pegawat
Perantara paling fambat 7 (tujuh; hari sejak menerima anjuran i,

Demikian untuk dimaklumi.

y Jember, 10 Juli 2003
Mengetahw : '

Pegawa Perantara :

I 1. BUDI UTAMI, S8E
Yembina 1k 1 Penata . !

{IP. 160 020 823 NIP. 160470 094
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/ ( PUK P SP.NIRL.SPSI )JL MANGGAR Nal /25 JTEMBER. l

X

ENGURUS UNIT KERJA FEDERAST SERTKAT PEKERJA MIAGA.BANK.ANSBRANSI

Nemor : 05/0RG/PUK,.F,SP,.NIBA.SPSI/VI /2003,
Lgwpiran :—

Parilizl : Jawaobsn atss suratf KEKEP ADA

/// ""‘1?"

Anjuran Pagswai Perasnbtora

Tth; Ka. DISNAKER Kgb, Jeq
DISNAKER Ksbh, JEMBER.

JIn. Trunejoye Hu.'ﬁq
JoE MOETE Rog |

2 |
3

A

Dengsn hermat ' - |
Sehubungan dengan surat Mnjuran FPegswsi Ferantara deri Dinpgs Tenﬂgi
Terfja Kab. Jember yane berkedudukan di Jalan Truncjeys Ne. 36 Jewber
dengan surat Nemer; 561/41063/463%,.328/200%, Kamk ysng bertanda—tangs
di bawah ini selskw PUK.F.SP.NIBA.8PS8I. mewskili scluruh anggeta -
Buruh F.SP.NIBA.SPSI. CV. PORENG RAYA dencan nlamn¥ J1.Monggar No.32
Jember, M EN YE T U JUT igi surat tersebut. Kami jugs borhksrap |
DINAS TENAGA KERJA Kgb.JEMBER mengambil findakan topas sesusi hukum
yong berlsku, dan Kami mehen secepatnya masalah SETATUS dan UPAH |

Buruh yang belum jelas mulogi FERJANJIAN KESEFPAKATAN tersebuf hingg:{

detik ini dapat segera dituntaskan. / '

Pemikian jawaban Kami, o%taos perhotian dan kerja=smanya

dismpaikaw ferimskasih .

JEMBER; 22 JULI 2003,

Horvmnt kami
PUK.¥*.5P.HIBA.SFPET.
V. Toreng Rods.

JEMBER.

AN BEfDA AR e
DO LU A

—
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ARV GO B HORENG

Nomeor . 85 | Kro /PR/VI/O3 Eepada Yth -
Lampiran 1 berkas Kadiennker Kabupaten Jember
Perihal ¢ Jawaban Anjuran 7. Trunojoyo No. 36

JEMBER

Depgan hormat.

Vang bertandatangan i bawah 1 zaya, J. ELEN MACHDALENA. 5 H Advokat
; Petimacara , selaku kuasa hukum OV PORENG RAYA, yang berkedudukan di Jalan Manggar

Nomor . 32 JEMBER..

Gehubungan dengan Suwal  ARjUead Caudara Ne , 361/ 063 / 436.328 / 2003
tertanggal 10 Juli 2003 vang kanu terima  tanggal 12 JULT 2003 Perihal - Anjuran
terhadap permasalzhan Karyawan — wall CV PORENG RAYA Sdr ANIS SUYUDI Als
TONGETD dkk (= 74 orang ) Dengan inl kemii menclak dengan fegas  anjuran terzebut

hal tm digebabkan karena
{ Bahwa Surat Anjuran Savdara tersebut sudah kadaluarsa , karena berdasarkan
Kep Men 150/ Men/ 2000 Pazal 12 Penvelasaian ditingkat Pemerantaraan

harus sudah  selesai palimg lama dolam  waktu 30 ( Gigapuluh ) han

sejak diterimanya  pernmntaan pemerantaraan . Saudara menerima perantaraan
rangeal 4 Jupi 2002 =ampal saat anjuran turun sudah kurang lebih 36 { Tiga Puluh

Enam ) han

1 Bahwa berdazarkan Pasal 10 Kep Menaker 130/ Men/ 2000, saudara tidak bisa
untuk mencadakan Perantaraan apalagi mengeluarkan anjuran mengenat Pemutuszan
Hubungan Kerja CV. PORENG PAVA Sdr ANIS SUYUDI Alias TONGEI
dikke (=74 orane } . karena antara Sdr. ANIS SUYUDI Alias TONGEI dkk (74
orang ) dengan Pengusaha CV PORENG RAYA belum petnah mengadakan
Birpatite, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat 3.4,8.9
Kepmenaker 130/ Men /2000, Dan Saudara batu bisa mengadaken Perantaraan
mengenai Pemutvzan Hubungan Kerja ¢V PORENG RAYA Sdr. ANIS SUYUDI
Aligs TONGKI dik (4 74 crang) setelahy ada Risalah Birpatite yang telah

ditandadatangani olels Kedua belah Pihak .
o. 13 Tahun 2003 ayat 3. Pengusaha dapal

S
_——

3 Puwa berdazarkan Undang - UndangN
melakukat pemutusan hubungan kerja dengan Cdr. ANIS SUYUDI Alias TONGEI dkk
( + 74 orang ), karena telah dipanggil 4 kali . untuk masuk kerja kembali _ tefapi tidals
dihirankan { bukt terlampir ) seperfi yang tertuang dalam Undang — Undang No 13
Tahun 2007 pasal 168 , maka <dr TONGKI dkk (2 74 orang ), telah mengundurkan dirt

£ dari CV, PORENG RAYA .
[

Office ;.3l, Manggar bl fad = U PRRge s (0331) 437029 Fax ; 62-331-487563 ‘
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I BLEN MACTINALEHA, Hi,

3. Bahwa Berdasarkan Undang — sndang No. 13 tahun 2003 Pazal 93 Usapah tidak dibayar
bila buruh tidak melakokan pekerjaan ;

Demikian jawaban  kami  zebelum dan sesudahnya ata:  perhatianya tidak
lupa kami wueipkan terima kasih
Jember . 14 Juli 2003 !
Hormat kami,

Kuasza Hukom
PORENG RAYA

. ELEN MACHDALFENA, SH
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' mor Surat ; ¥ 4 teruskan Kepada
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¢ 6>Subdin Hubin Syaker
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SI DISPOSISI:

QWM%@\}«  So Ut

fh_\ W—g‘*@w-*““}f @L—L}f (1)&@,\ -. '



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Perihal - Pemberitahuan Aksi Turun Jalan

Kepada Yang Terhormat
Kepala Daerah

Kabupaten Jember

c/q. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember

D tempat.

Sehubungan dengan akan diadakannya aksi turun jalan/menyampaikan pendapat dimuka
umum oleh buruh angpota CV, PORENG RAYA JI. Manggar 32 Jember, maka melalui
surat ini kami memberitahukan kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga
merja Kabupaten Jember bahwa aksi tersebut diikuti oleh lebih kurang 60 buruh Cv.
PORENG RAYA yang dilakukan ‘fnsya Allah’ mulai jam 08.00 hari Selasa, tanggal 29
Juli 2003. Surat pemberitahuan ini disampaikan dengan maksud agar tidak terjadi
kesalahpahaman dan diharapkan dengan pemberitahuan ini pihak Pemerintah Daerah

melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat memberikan perlindungan dan
. pengamanan yang semestinya.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih. Lectori Salutem.

¥

Jember, 24 Juli 2003

| Buruh CV. PORENG RAYA

Ketua,
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DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

KABUPATEN JEMBER
Jalan Kartini 02 Jember
#

Pertanyaan secbagai bahan empirik dalam penelitian skripsi
mengenai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
di CV. Poreng Raya Jember, diajukan kepada pegawai perantara Dinas

Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jember, antara lain adalah :

1. Dasar hukum apa saja vang digunakan dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial ?

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisiahan hubungan
industrial berdasarkan Unaang-Undang Nomor 22 Tahun 19357 ?

3. Apakah vang menyebabkan terjadinya perselisihan di CV. Poreng Raya
Jember ?

4. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di CV. Poreng Raya Jember ?

5. Upaya lain yang dilakukan buruh/pekerja dengan melakuakan unjuk
rasa di Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Jember selama
proses penyelesaian perselisihan tersebut, apakah hal tersebut dapat
dibenarkan oleh peraturan perundang-undang

6. Adakah hambatan-hambatan vang terjadi dalam proses penyelesaian
perselisihan tersebut ?

7. Bagimana langkah pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi Kabupaten Jember dalam mengatasi hambatan-hambatan
tersebut ?

8. Bagaimanakah akhir dari penyelesaian perselisihan yang terjadi di CV.

Poreng Raya Jember saat ini ?

1 Jember, 15 Maret 2004

Pegawai Perantara
Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigarasi Kabupaten Jember

il

T. BUDI UTAMI, S.E.

NIP. 160 047 094

—— — TSRS
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PERTANYAAN :

Dasar hukum apa saja vang digunakan dalam penvelesaian

perselisihan hubungan industnal ?

JAWABAN :

Dasar hukum vang digunakan dalam penyelesaian perselisihan

hubungan industrial adalah sebagai berikut :

a.,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja:

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Perlindungan upah;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15A/MEN/1994
tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan Pemutusan Hubungan Kena di Tingkat

Perusahaan dan Pemerantaraan.

T — — ,_'_,_w---“-.-——-—.—.____"___.
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PERTANYAAN :
Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ?

JAWAR :

Para pihak buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha harus
melakukan upaya perundingan di tingkat bipartit, vyaitu
perundingan musyawarah wuntuk mencapai mufakat vang
dilakukan oleh buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha,
apabila telah mencapai kesepakatan bersama, maka kedua belah
pihak membuat persetujuan bersama. Apabila perselisihan di
tingkat bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu
pthak mengajuakan surat permohonan perantara di Dinas Tenaga
Kerja, jika dalam perantaraan telah mencapai kesepakatan para
pihak membuat persetujuan bersama disaksikan oleh pegawai
perantara dan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka pegawai
perantara membuat surat anjuran, apabila diterima para pihak
harus dapat melaksanakan surat anjuran tersebut dan jika tidak
menerima,/ menolak, maka permasalahan ditingkatkan ke Panitia
Penyelesaian Perselisithan Perburuhan Daerah (P4D). Apabila salah
satu pihak masih menolak hasil tripartit P4D, maka ditingkatkan
lagi ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).
Keputusan P4P bersifat final yang mengikat kedua belah pihak
untuk melaksanakan hasil keputusan. Apabila masih terdapat
penolakan, maka pihak yang menolak dapat mengajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas hasi keputusan yang
telah dibuat oleh P4P.

— - —
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PERTANYAAN :
Apakah vang menyebabkan terjadinya perselisihan di CV. Poreng

Rava Jember ?

JAWARB :
Yang menyebabkan terjadinya perselisihan di CV. Poreng Raya ,
adalah sebagai berikut :

a. Pengusaha wanpretasi terhadap kesepakatan yang telah
dibuat antara majikan/pengusaha dengan buruh/pekerja
selama dirumahkan buruh/pekerja diberi upah 50 % dan
UMK.

b. Laporan buruh/pekerja bahwa majikan/pengusaha telah

melakukan tindak pidana penggelapan iuran jamsostek.

——— gy —

|'
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PERTANYAAN :

Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di CV. Poreng Raya Jember ?

JAWARB :

Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV.

Poreng Raya Jember, yaitu dengan

d.

upaya berunding bipartit secara musyawarah antara
majikan/pengusaha dengan para buruh/pekerja melalui

serikat pekerja vang ada yaitu SPSI;

. letapi ﬁerun dingan tersebut gagal karena

majikan /pengusaha menginginkan perundingan dengan
melalui pegawai perantara di Dinas Tenaga Kerja;

para buruh/pekerja berusaha untuk menyelesaikan
perselisihan sehingga mereka melakukan upaya lain yaitu
aksi turun jalan dengan mendatangi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebai fasilitator untuk mendesak pengusaha
untuk menyelesaikan dengan arif, tetapi upaya tersebut
tidak diindahkan oleh majikan/pengusaha;

perwakilan serikat pekerja membuat surat permohonan
perantara di Dinas Tenaga Kerja dan dilakukan pemanggilan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaiakan di
hadapan pegawai perantara;

tetapi majikan/pengusaha tidak pernah hadir sampai
pemanggilan ketiga, maka pegawai perantara membuat
surat anjuran . hberdasarkan risalah sepihak dari para
buruh /pekenja.

terhadap surat anjuran tersebut para buruh/pekerja

mencrma  tetapi  pihak majikan/pengusaha menolak
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sehingga permasalahan tersebut ditingkatkan ke Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

. pthak  buruh/pekerja menarik surat permchonan

penyelesaian hubungan industrial dan menggantikan
dengan surat permohonan pemutusan hubungan kerja. Hal
tersebut dilakukan karena majikan/pengusaha memiliki

ittkad tidak baik yaitu ingin melakukan pemutusan
hubungan kerja.

. berdasarkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yvang mengarah kepada pemutusan hubungan
kerja, maka majikan/pengusaha dengan para
buruh/pekerja melakukan perundingan vang menghasilkan
kesepakatan bahwa buruh/pekerja sejumlah lebih kurang
65 orang sepakat di phk dengan menerima 2 (dua) kali gaji.

—— _---—*w_-._...——-—-——-. .
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PERTANYAAN :

Upaya lain vang dilakukan pekerja/buruh dengan melakukan aksi
turun jalan di Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten
Jember selama proses penyelesaian perselisihan tersebut, apakah
hal tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan ?

JAWAR :

Upaya lain yang telah dilakukan para buruh/pekerja dengan
melakukan aksi turun jalan di DPRD dengan harapan dewan
menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan vang terjadi di
CV. Poreng Raya Jember. Undang-undang tidak mengatur secara
tegas buruh/pekerja melakukan mekanisme perselisihan
perburuhan di dewan. Unjuk rasa atau mogok kerja diperbolehkan
sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 dan selama penyelesaian hubungan industrial
belum kepada ftingkat tripartit di Dinas Tenaga Kerja
buruh/pekerja dapat melakukan upaya lain dengan fasilitator
siapa saja, vang diharapkan permasalahan dapat diselesaikan
sesuail dengan peraturan perundang-undangan vang ada.

Unjuk rasa atau mogok kerja yang terjadi di CV. Poreng Rava
dilakukan karena penyelesaian yvang diharapkan ditingkat bipartit
tidak terwujud dan hal tersebut dapat dibenarkan.

et
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PERTANYAAN :
Adakah hambatan-hambatan vang terjadi dalam proses

penyelesaian perselisihan tersebut ?

JAWARB :
Dalam penyelesaian perselisthan hubungan industrial di CV.
Poreng Raya Jember terdapat hambatan-hambatan, vaitu :

a. kurangnyva keterbukaan pengusaha dalam permasalahan
yvang terjadi di perusahaan, pengusaha memilhki tikad tidak
baik, wyaitu tidak segera menyelesaikan penyelesaian
perselisihan dengan buruh/pekenja dengan tidak pernah
hadir dalam perundingan dengan pegawai perantara;

b. undang-undang vang ada menghambat proses penvelesaian
vang sangat membutuhkan waktu lama sehingga proses
penyelesaiannya pun tidak cepat terselesaikan sesuai
harapan;

c. pengetahuan buruh/pekerja dan majikan/pengusaha
tentang hukum perburuhan masih kurang dimengerti

dengan baik;

i
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PERTANYAAN :
Bagaimana langkah Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Jember dalam mengatasi hambatan-hambatan

tersebut ?

JAWAB :

Langkah vang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
kabupaten Jember adalah memberikan pengarahan yang
berdasarkan nilai-nilai normatif kepada para pihak dengan tetap
bersikap netral tidak memihak salah satu pihak. Berusaha
menyelesaikan perselisihan dengan cepat berdasarkan peraturan
yang berlaku dan tidak merugikan kepada semua pihak,

Upaya yang dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang
berselisih dan meminta bantuan polisi, karena diduga
majikan /pengusaha melakukan tindak pidana penggelapan iuran

jamsostek.

— e — _,_'w-'- —— o ——
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PERTANYAAN :
Bagaimanakah akhir dari penyelesaian perselisihan yvang terjadi di

CV. Poreng Raya Jember saat im1 ?

JAWAB :

Ketika surat permohonan penyelesaian hubungan industrial
dicabut oleh para buruh dan mengajukan surat permohonan
pemutusan hubungan kerja berckhirlah proses penyelesaian
hubungan industrial. Di dalam proses pemutusan hubungan kerja
para buruh/pekerja melakukan unjuk rasa di perusahaan.
Tercapai persetujuan bersama secara bipartit antara kedua belah
pihak antara majikan/pengusaha dengan para buruh/pekerja
dengan perundingan yang diwakili oleh kuasa hukum masing-
masing pihak. Di dalam perundingan vang dilakukan
menghasilkan bahwa 65 orang buruh/pekerja di PHK dengan
syarat menerima 2 kali gaji dan pengusaha menyepakati hal

tersebut.

e e = _._-' '-- g e —



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

l_.A.II.I.IHIl“IJ (P8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMEBER
FAKULTAS HUKUM

il Kalimantan 37 Kampas Tegathato Kotak Pos 8 Jember 68171
W (02315 335462 - J30442 Foux. 330482

Nonior : 685 11951 1/07.5/2004
Lampiran
Ferinu Py EINS BT s

sembeér, 26 Pebruari 2004

“tl. Kepala Dinas Tennza Kerja
Kabupaten Jenber
di =

JEMBER

Deltan Fakultas Hulum Universitas Jember bersama iy dengan hornat
menghadagkan kepads Saudasa seorans mahasiswa &

N & m s ‘EMBAR TRI HARTANTO

|

990710101077
Prograti - 51 Imu Hikian

Klamsat

Jl. Perum Griya mangli Indah D 10 Jember,

Reperluan © Ronsullisi ieotang Masalalin et

nisme Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Indwatrial ¢i CV Porang-
Raya Jember v,

daztl bhensuliam ou Sigunslan  anduk mclenghapl balian penvusdnan
bl L5 B 1o

Atas hanrugn dap kerjssamg vane haijl: kand uespkan terimakasih,

Tembusan hepada .
- ."I-ﬂ." i{_i_n_“!_':u R:.‘p_x‘._:i_f-!h Kﬂjwi"[{‘._r;m;"“-"
® Taie bersangkilay

* [ Arein



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ran 14
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331) 486177
JEMBER - 68137

KETERANGAN
NOMOR : 565/30!/436.322/2004

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara:

Nama : Embar Tri Hartanto
NIM : 990710101017
Jurusan/ Fakultas : llmu Hukum/ Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Telah selesai mengadakan studi literatur dan konsultasi mengenai
“Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di CV. Poreng
Raya Jember” di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jember.
Demikian agar Saudara maklum.

Jember, 16 April 2004
Kepala Dinas Tenaga Kerjd dan Trasmigrasi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3.3 Pengertian Penyelesaian Perselisihan  Hubungan
Industrial

Menurut Bab I pasal 1 huruf v Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa
penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisithan kepentingan dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat
pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah
meliputi atau memproses penyelesaian perselisihan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh. Menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan perselisihan perburuhan
atau industrial dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perselisihan perburuhan atau industrial menurut sifatnva :

a) Perselisihan perburuhan kolektif, yakni perselisihan yang
terjadi antara pengusaha atau majikan dengan serikat
pekerja/serikat buruh, karena tidak adanya persesuaian
faham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan.

b] Perselisihan perburuhan perseorangan, vaitu perselisihan
antara pekerja/buruh yane tidak menjadi anggota Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha/majikan.
Perkembangan aturan hukum yang baru penyelesaian
perselisihar: {iibungan industrial ini wajib dilaksanakan

oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat

——— gy
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pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat
hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomeor 13

Tahun 2003. Artinya perselisihan perorangan maupun !
kolektif tidak lagi dibedakan, semua perselisihan baik dari
perselisihan perorangan maupun kolektif telah diatur
berdasarkan peraturan perundangan-undangan. '
2. Perselisihan perburuhan menurut jenisnya :
a. Perselisihan hak/hukum '
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinva hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, |
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama. Perselisihan hak/ hukum ini meliputi :

|
!
1) penerapan hukum (perbedaan pandangan hukum); l
2) perselisihan hak;

3) diskriminasi perlakukan.

b. Perselisihan kepentingan

Merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan ?
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan '

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan ini
meliputi :

|} syarat-syarat kerja;
2] hubungan kerja;
3) keadaan perburuhan.
¢. Perselisihan permutusan hubungan kerja
Perselisihan ini merupakan perselisihan vang timbul

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
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pengakhiran hubungan kerja vang dilakukan oleh salah

satu pihalk.

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak menjadi kompetensi Pengadilan Negeri
untu.k memeriksanya, sementara perselisihan  kepentingan
menjadi wewenang Panita Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P] dalam penyelesaian perselisihan kepentingan, maka
pegawai perantara berfungsi sebagai Conciliator dan mediator
(memberi putusan bersifat anjuran). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 perselisihan hak, perselisihan  kepentingan,
perselisthan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
masuk kedalam penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi,
Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah
satu pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Pengertian perselisihan perburuhan menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah pertentangan antara
majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau
gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya
persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan.

“Apabila seorang buruh atau perkumpulan buruh menjadi
pihak yang berselisih dalam suatu perselisihan perburuhan,
maka penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat
pemerantaraan dan tidak dapat diajukan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau

kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
(P4P)” Manulang (2001:95).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Perselisihan perburuhan meliputi perselisihan hak dan
perselisihan kepentingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957. Perselisihan hak sering terjadi dalam hubungan
kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan
pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh
pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hak ini misalnya salah
satu pthak tidak melaksanakan suatu perjanjian perburuhan yang
telah disepakati. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan
yang timbul karena adanya usaha-usaha dalam mengadakan
perubahan dalam syarat-syarat kerja  atau keadaan
ketenagakerjaan. Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
dan tidak kepada Pengadilan Negeri. Contoh perselisihan
kepentingan adalah kenaikan upah. Manulang (2001:96)
menyatakan bahwa, “Perselisihan kepentingan mencakup syarat-
syarat kerja, hubungan kerja dan keadaan perburuhan”.

Perselisihan perburuhan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 meliputi :

1. dari pihak majikan yaitu menolak buruh-buruh seluruhnya
atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk
menekan atau membantu majikan lainnya menekan supaya

buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan Jatau
keadaan perburuhan;

2. dari pihak buruh yaitu secara kolektif menghentikan atau

memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat persslisihan
perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau
membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan
menerima  huburigan kerja, syarat-sydia. kerja dan/atau
keadaan perburuhan.
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Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1957 adalah
sebagai berikut :

1. Perundingan Bipartit

Perselisihan perburuhan biasanya dimulai dengan tuntutan
dari pihak organisasi buruh kepada pihak majikan mengenai
misalnya kenaikan upah. Tuntutan itu pertama-tama harus
diselesaikan oleh kedua bzlah pihak dengan jalan perundingan.
“Perundingan ini harus dilakukan secara damai dan didasarkan
pada itikad baik dari kedua belah pihak” (Soepomo, 1971: 134).

Widodo dan Judiantoro (1992: 49) menyatakan bahwa,
“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipartit
adalah perselisihan perburuhan yang penyelesaiannya diupayakan
secara intern yakni antara pihak pekerja/buruh atau Serikat
Pekerja/buruh dengan pihak pengusaha”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
menyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan perburuhan
maka serikat buruh dan majikan mencar penyelesaian
perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan, Dari
ketentuan tersebut, maka perundingan antara buruh dan majikan

pada tingkat pertama dapat dilakukan melalui perundingan
bipartit.

2. Pemerantdraan

Bila perundingan secara bipartit tersebut tidak tercapai,
maka kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat
menyerahkannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
kepada Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan melalui

pemerantaraan oleh Pegawai Perantara (Manulang, 2001y j-

w —— e ——
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Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
mulai tanggal penerimaan pengaduan, sudah harus mengadakan
pemerantaraan.

“Pegawal perantara dalam memberikan pemerantaraan
dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan adalah
dengan cara :

a. Mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara
perselisihan.

b. Memanggil pihak-pihak yang berselisih.

c. Memimpin perundingan pihak-pihak yang berselisih.

d. Mengusahakan penyelesaian secara damai”. (Manulang,
2001:97).

3. Penyelesaian di Daerah Melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan
secara pemerantaraan maka segera diserahkan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan
memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
segera menyelesaikan perselisihan melalui perundingan ke arah
penyelesaian secara damai. Bila tercapai kata sepakat maka
diterima menjadi Kesepakatan Kerja Bersama.

Bila tidak tercapai kesepakatan, Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) berhak memberikan
putusan yang berupa anjuran ataupun putusan yvang bersifat
mengikat bila perselisihan itu sukar untuk dapat diselesaikan
dengan anjuran.

“Panitia Penyelesaiaii Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
memberikan putusan berupa anjuran bila Panitia
Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
berpendapat bahwa masih ada kemungkinan perselisihan
tersecul dapat terselesaikan secara damai yaitu dengan
menganjurkan kedua belah pihak untuk berunding kembali”
(Manulang, 2001:98),
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Terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Daerah (P4D) yang sifatnya mengikat dapat mulaj

dilaksanakan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
putusan diambil tidak dimintakan pemeriksaan ulang,

4. Penyelesaian di Pusat -Melalui Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak
menerima putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D), maka dapat mengajukan pemeriksaan ulang
(banding] kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D).

Bila suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan
kepentingan negara atau kepentingan umum, Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat menarik perselisihan

itu dari tangan pegawai perantara atau Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk diselesaikan sendiri,

Putusan Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P} semuanya bersifat mengikat dan terhadapnva tidak
dapat dimintakan banding kecuali apabila Menteri Tenaga Kerja P
membatalkan atau menunda putusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut.

S. Veto Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Menteri Tenaga Kerja dapat membatalkan atau menunda
putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
dengan syarat untuk kepentingan umum atau untuk melindungi
kepentingan negara. Hak veto dari Menteri Tenaga Kerja ini dapat
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